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MOTTO 

                           

    
Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman 

yang baik , maka Allah akan melipat gandakan (balasan) 

pinjaman itu dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. 

(QS. Al – Hadid [57]:11)
1
 

 

 

                                                           
1 Al – Quran Terjemah. 2015. Departemen Agama RI. (Bandung: CV Darus Sunnah) 
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ABSTRAK 

Muhammad Labib, 2022: Perlindungan Hukum Pada Pengguna Jasa Layanan 

Pinjaman Online (Financila Technology) Atas Tindakan Penipuan dan Ilegal  

 

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pinjaman Online 

 

Munculnya pinjaman online membuat masyarakat banyak melakukan 

transaksi pinjaman online tersebut. Akan tetapi semakin banyaknya perusahaan 

penyedia pinjaman online, semakin banyak pula kejahatan yang dilakukan oleh 

penyedia pinjaman online dan bisa merugikan para pengguna pinjaman online 

tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum untuk memberikan 

efek jera kepada para pelaku kejahatan pinjaman online. tidak hanya itu, otoritas 

jasa keuangan berperan sangat penting yang mempunyai wewenang dalam 

melaksanakan pengawasan kepada perusahaan berbasis technology.  

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1). Bagaimana 

perlindungan hukum pada pengguna jasa layanan pinjaman online atas tindakan 

penipuan dan illegal? 2). Apa peran Otoritas Jasa Keuangan pada pengguna jasa 

layanan pinjaman online? 

Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk mendeskripsikan bagaimana 

perlindungan hukum pada pengguna jasa layanan pinjaman online atas tindakan 

penipuan dan ilegal. 2). Untuk mendeskripsikan bagaimana peran Otoritas Jasa 

Keuangan pada Pengguna jasa layanan pinjaman online. 

Penelitian ini merupakan penelitian normative yaitu penelitian yang 

menguunakan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan pendekatan 

yang digunakan yaitu pendekatan undang – undang. Penelitian ini juga dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk 

diteliti dengan cara menelusuri terhadap peraturan – peraturan dan literatur – 

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

Adapun hasil penelitian ini yaitu Dalam pemberian perlindungan hukum 

terhadap pengguna jasa layanan pinjaman online, OJK menerbitkan perturan 

yaitu POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam berbasis 

teknologi dan informasi. Dan juga POJK No.13 /POJK.02/2008 tentang inovasi 

keuangan digital disektor jasa keuangan. Perlindungan hukum bisa dilakukan 

setelah adanya sengketa yang terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya. 

Peraturan tersebut merupakan peraturan yang pertama kali dikeluarkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi permasalahan fintech secara langsung. 

Otoritas jasa keuangan memiliki peran yang sangat penting yaitu memiliki 

wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan berbasis 

teknologi informasi. OJK sendiri dibentuk untuk memberikan dampak 

tumbuhnya perekonomian yang berkelanjutan dan stabil. OJK dibentuk 

diharapkan dapat mendukung kepentingan disktor jasa keuangan secara 

menyeluruh sehingga dapat bersaing dibidang perekonomian.      
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LatarBelakang 

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini semakin terus diminati 

masyarakat. oleh karena itu, teknologi dan informasi membawa perubahan 

yang begitu signifikan dalam kehidupan manusia. Berbagai kemudahan dan 

keuntungan didapatkan dalam menjalankan aktivitas dengan adanya teknologi 

informasi tersebut. Dengan canggihnya teknologi saat ini banyak 

memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia 

dalam berbagai bidang. Salah satu kemajuan teknologi yang banyak diminati 

oleh masyarakat pada era sekarang yaitu dibidang komunikasi. Dengan 

adanya kemajuan teknologi terebut maka dapat dimanfaatkan oleh banyak 

orang untuk melakukan usaha, salah satunya usaha dibidang jasa keuangan.
2
 

Pada umumnya, pengembangan internet berasal dari telematika. 

Telematika sendiri ditemui pada tahun 1976, dalam bahasa Perancis sebutan 

telematika berawal dari tutur telematic yang menjelaskan terjadinya 

penggabungan sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi.
3
 Media 

elektronik dan teknologi informasi dapat digunakan sebagai sesuatu yang 

dapat menggabungkan seluruh kerangka baik dari segi moneter, moneter, 

sosial dan sosial sehingga perbaikan ini dapat membantu masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari.  

                                                           
2 Skripsi, Alicia Noviandari, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pinjaman Online 

Dengan Fidusi (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 2020) 
3 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 3 
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Dalam penggunaan jaringan komunikasi dan teknologi informasi 

terdapat yang namanya Cyber Law yang merupakan aspek hukum dalam 

dunia internet dan Istilah tersebut asalnya dari Cyberspace Law. Yang mana 

ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang 

perorang atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan 

tekbologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia 

maya. Terdapat berbagai jenis kejahatan didalam dunia Cyber salah satunya 

yaitu kejahatan terhadap prifasi. Cyber law sendiri dalam dunia tranformasi 

digital disebut juga sebagai hukum yang dibangun dari teknologi dan 

informasi.  

Peningkatan teknologi informasi saat ini telah mendorong 

pengembangana adminitrasi keuangan dengan kemajuan informasi yang 

umumnya disebut sebagai financial technology atau yang sering disebut 

dengan fintech, yang mana dengan adanya fintech tersebut membuat transaki 

menjadi semakin cepat dalam melakukan angsuran tanpa harus tatap muka. 

Kemajuan teknologi saat ini dapat meningkatkan peningkatan di semua 

bidang kehidupan di masyarakat. Dengan hal tersebut, sehingga dapat 

memudahkan untuk melakukan semua yang mereka suka dan membawa 

kehidupan masyarakat yang awalnya konvensional menjadi lebih kekinian 

atau bisa juga disebut modernisasi 

Dalam kegiatan pinjam meminjam  bisa dilakukan secara langsung 

baik perjanjian secara tertulis ataupun secara lisan, kegiatan tersebut sudah 

lumrah terjadi ditengah – tengah masyarakat dari zaman dahulu. Dengan 
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pesatnya perkembangan teknologi membuat pinjam meminjam langsung 

banyak diminati.
4
 Hal ini ditandai dengan digunakannya teknologi dan 

informasi yang menjadi media untuk bertransaksi ketika melakukan aktivitas 

pinjam meminjam. Dengan adanya internet membuat perekonomian 

Indonesia maupun Dunia memasuki tahapan lain yang biasa dikenal dengan 

sebutan digital economi atau juga disebut ekonomi digital.
5
 Peningkatan 

ekonomi digital menuntut masyarakat untuk terus berkreasi sejauh mana 

kemajuan dalam hal inovasi penyedia layanan pinjam meminjam yang 

ditandai dengan adanya layanan dan administrasi peminjaman dan 

penerimaan berbasis teknologi yang menambah kemajuan dan perekonomian 

di Indonesia.  

Teknologi informasi telah mengubah masyarakat dan menciptakan 

jenis – jenis dan peluang bisnis yang baru serta menciptakan jenis pekerjaan 

dan karir baru dalam pekerjaan manusia. Oleh sebab itu, munculah istilah 

kontrak elektronik atau E contract.
6
 Adanya kontrak sangat dibutuhkan 

mengingat Negara Indonesia merupakan negara hukum jadi semua kegiatan 

atau hal yang dilakukan harus tercatat agar bisa dijadikan pedoman ketika 

terjadinya sengketa dikemudian hari. Dalam pinjam – meminjam uang sendiri 

harus terdapat sebuah kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, baik 

yang direkam dalam bentuk tertulis maupun secara lisan agar tidak ada 

                                                           
4 Hendro Nugroho, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online, 

Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7, No. 2, 2020, 329  
5 Richardus Eko Indrajid, E Commerce: Kiat dan Strateg iBisnis di Dunia Maya (Jakarta: 2011,  

Elex Media Kompuntindo), 33 
6 Sutan Remy Sjadeini, Hukum Siber Sistem Pengamanan E Commerce (Jakarta: 2012,  Mandiri 

Club), 1  
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kesalah pahaman dikemudian hari. Karena menjadi kebiasaan di Indonesia 

ketika seseorang berhutang maka akan lupa ketika mau ditagih. 

Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak yang regulasi 

aturannya terdapat dalam undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik, pada pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan 

kembali pada peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang 

penyelenggaraan sistem dan transaksi Elektronik dalam pasal 1 angka 15. 

Kedua pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik 

yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sitem elektronik. Sistem 

elektronik sendiri dalam pasal 1 angka 5 undang – undang nomor 19 Tahun 

2016 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan Transaksi 

Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang 

berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, 

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau 

menyebarkan informasi elektronik. 

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaski Elektronik dibentuk untuk menanggulangi segala bentuk kejahatan 

pada Cyber crime yang melibatkan para pengguna teknologi informasi. 

Dengan meningkatnya kekuatan digitalisasi dan globalisasi yang terus 

berlanjut dibidang teknologi dan informasi sehingga dapat digunakan rujukan 
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bagi pelaku tindak pidana. Dalam pasal 2 ditegaskan bahwa Undang – 

undang informasi dan Transaksi Elektronik berlaku untuk orang yang 

melakukan kegiatan yang sah, baik di wilayah Indonesia dan  di luar 

Indonesia. dan merugikan kepentingan Negara
7
.  

Sebelum adanya undang – undang tersebut, Indonesia selalu 

berpedoman pada KUHPerdata sebagai jaminan perlindungan hukum, 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang mendefinisikan 

bahwa perjanjian adalah perbuatan yang mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
8
 Perjanjian juga 

memerhatikan ketentuan – ketentuan syarat syahnya perjanjian sebagaimana 

pada ketetuan pasal 1320 KUHperdata yaitu ksepakatan untuk mengikatkan 

diri, cakap hukum, pokok persoalan tertentu dan sebab yang halal. Dalam 

menjalankan kontrak perjanjian para pihak wajib untuk saling melaksanakan 

kewajibannya sebagaimana pada salah satu asas dalam hukum perjanjin yaitu 

asas pacta sunt servanda (janji harus ditepati)
9
. Pentingnya sebuah peraturan 

dan undang – undang agar setiap individu manusia mendapatkan 

perlindungan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, dilakuakn sebuah 

perjanjian dalam pinjam meminjam sesuai dengan yang telah diatur didalam 

undang – undang. 

                                                           
7 Sugeng, Hukum Telematika Indonesia (Jakarta: Kencana, 2020), 95 
8 J. Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya) (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 

17 
9 Nury Khoiril Jamil & Rumawi, Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa 

(Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 7, 2022, 

5 
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J. Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam 

arti luas yaitu perjanjian menimbulkan akibat hukum yang di inginkan oleh 

para pihak. Perjanjian dalam arti yang sempit yaitu sebuah perjanjian yang 

biasa digunakan dan ditujukan kepada hubungan hukum dibidang hukuman 

kekayaan sebagaimana yang diatur dalam bukum III KUHPerdata.
10

 

Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu jenis financial 

technology (Fintech) merupakan efek dari berkembangnya dan kemajuan 

teknologi informasi. Dengan adanya fintech tersebut penukaran menjadi lebih 

cepat dan mudah untuk melakukan cicilan tanpa bertatap muka. Saat ini 

sudah banyak layanan pinjaman online baik dari aplikasi–aplikasi pinjaman 

online maupun melalui media sosial. Akan tetapi tidak semua perusahaan 

penyedia pinjaman online bersifat legal, karena perusahaan pinjaman online 

pada agustus 2020 sebanyak 158 perusahaan, sedangkan yang illegal sejak 

januari– maret 2020 mencapai 508 perusahaan.
11

 Kerangka kerja kredit 

dalam aplikasi kredit berbasis web dilakukan dengan menggunakan kerangka 

kerja bersama utama, khususnya pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam 

yang menyatukan bank dan peminjam melalui organisasi web.
12

 Istilah 

teknologi finansial digunakan untuk merujuk pada suatu perkembangan di 

bidang administrasi moneter dimana sebutan itu berawal dari tutur moneter 

                                                           
10 J. Satrio, Hukum Peerikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1(Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2005), 27  
11 Rodes Ober AdiiGuna Pardosi, YulianaaPrimawardani, PerlindungannHukum Pengguna 

Layanan Pinjama Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal HAM, Vol. 11, No.3, 2020 
12 Agus priyonggojati, PerlindungannHukummTerhadappPenerima PinjamannDalam 

Penyelenggara Financial Technology Berbasis Peer To Peer Leading, Jurnal USM Law Rivew 

Vol. 2, 2019, 168 
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serta inovasi yang merujuk pada perkembangan moneter dengan sedikit 

inovasi era saat ini.  

Kecanggihan teknologi saat ini sudah membagikan banyak 

keringanan, paling utama dalam menolong profesi orang di bermacam aspek. 

Sehingga munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan menggunakan 

komputer sebagai alat modus operasionalnya
13

. Dalam kasus yang terkait 

dengan pinjaman online, kasus tersebut banyak diperbincangkan karena kasus 

tersebut memakan banyak korban dan banyak yang mengeluhkan ke dalam 

tindak pidana penipuan. Sesuai dengan namanya pinjaman online adalah 

layanan kredit pinjaman yang menggunakan teknologi informasi, pinjaman 

ini sudah mulai berkembang sejak pertengahan tahun 2014.  

Banyak orang mulai menggunakan pinjaman online karena saat ini 

kebutuhan tidak hanya terbatas bertemu tetapi bisa hanya dengan 

menggunakan internet, semuanya bisa lebih cepat dan lebih mudah. Faktanya, 

orang tidak perlu lagi pergi ke bank dan mengajukan permohonan langsung 

untuk mendapatkan kredit. Dengan kenyamanan ini, banyak orang memilih 

uang muka online daripada mendapatkan di bank. 

Tidak hanya keuntungan, pinjaman online juga memiliki kekurangan, lebih 

spesifiknya: 

1. Memiliki suku bunga yang tinggi 

2. Ada batasan dalam meminjam uang 

3. Cara penagihan yang kurang baik 

                                                           
13 Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime) (Jakarta: Pranada Media Group, 2013), 17 
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Efek dari kekurangan ini membuat debitur perlu menutup celah untuk 

melakukan cicilan. Hal ini dilakukan mengingat para korban tidak mampu 

membayar biaya pinjaman yang lebih tinggi secara konsisten. Selain itu, juga 

banyak korban yang selama ini dikejar oleh debt collector sehingga mereka 

merasa terancam dan takut akan bahaya dari debt colector tersebut.
14

 

Pesatnya pertumbuhan penyedia pinjaman berbaisis teknologi dan 

informasi masih belum diimbangi dengan edukasi yang memadai ditengah 

masyarakat, yang mana hal tersebut bisa menimbulkan bahaya yang muncul 

dengan banyaknya pinjaman online dan lebih jauh lagi banyak ditemukan 

perusahaan yang menyelenggarakan pinjman online yang tidak terdaftar dan 

illegal yang berpotensi adanya kebocoran data pribadi pengguna jasa 

layananan pinjaman online yang bisa disalah gunakan oleh perusahaan 

penyelenggara pinjaman online ataupun pihak lain.
15

 

Pinjaman online sendiri diatur dalam peraturan  otoritas jasa 

keuangan  Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjaman meminjam 

uang berbasis   teknologi inormasi. Dalam pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa 

layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah 

penyelenggaraan jasa layanan keuangan untuk mempertemukan pemberi 

pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian 

                                                           
14AnggrainiiDila Pitaloka, Pertanggung JawabannPidana Pelaku PinjamannOnline Yang 

BerimplikasiiTindak Pidana, Jurnal Jurist – Diction Vol. 3, No. 5 2020, 4 
15 Grece Linda Sihombing, Bismar Nasution, dkk, Perlindungan Konsumen Dalam Pengawasan 

Perusahaan Berbasis Financial Technologi, Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 12, No. 2, 2021, 73  
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pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem 

elektronik dengan menggunakan internet.
16

 

Menurut sudut pandang hukum, belum ada peraturan tertulis yang 

mengatur mengenai layanan ataupun kegiatan operasional dari fintech ini. 

Tetapi, bukan berarti fintech ini beroperasi secara ilegal, OJK (Otoritas Jasa 

Keuangan) sendiri sangat mendukung teknologi yang berbasis keuangan ini. 

Karena dengan adanya fintech ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan di 

bidang keuangan dengan sangat mudah dan praktis.
17

 Perekonomian di 

Indonesia juga semakin membaik setelah adanya fintech ini. OJK (Otoritas 

Jasa Keuangan) juga turut mengawasi jalannya bisnis tersebut agar tidak ada 

konsumen yang merasa dirugikan dan fintech tetap memberikan layanan yang 

sesuai dengan aturan yang ada. 

Perkembangan teknologi saat ini juga merubah sistem interaksi 

masyarakat yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Kemajuan 

teknologi saat ini banyak memberikan kemudahan terutama dalam membantu 

pekerjaan manusia dalam berbagai bidang sehingga muncul kejahatan – 

kejahatan yang dilakukan melalui transaksi elektronik salah satu contoh yaitu 

penipuan pinjaman online yang sering terjadi saat ini banyaknya penipuan 

dan bocornya data pribadi dan juga banyak pinjaman online yang ilegal yang 

tidak terdaftar pada otoritas jasa keuangan (OJK). Sebagaimana yang 

                                                           
16Peraturan  OtoritasJasaKeuangan  Nomor 77/POJK.01/2016 pasal 1 angka 3 Tentang Layanan 

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 
17Moh. Nadlir, “OJK Ingatkan Manfaat Fintech Bagai Dua Sisi Mata Pisau”, 

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/13/134900726/ojk-ingatkan-manfaat-fintech-bagai-

dua-sisi-mata-pisau 13 Juli 2017, dikunjungi pada tanggal 22 September 2021 

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/13/134900726/ojk-ingatkan-manfaat-fintech-bagai-dua-sisi-mata-pisau%2013%20Juli%202017
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/13/134900726/ojk-ingatkan-manfaat-fintech-bagai-dua-sisi-mata-pisau%2013%20Juli%202017
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/13/134900726/ojk-ingatkan-manfaat-fintech-bagai-dua-sisi-mata-pisau%2013%20Juli%202017
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disebutkan dalam pasal 7 POJK 77/2016 disebutkan bahwa penyelenggara 

wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. 

Seiring dengan  perkembangan  fintech  yang terus menggeliat  

hingga saat ini, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan 

pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut. Berdasarkan 

Pasal 5 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), menyatakan bahwa “OJK berfungsi menyelenggarakan 

sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan 

kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan 

bahwa: 

OJK melakukan kewajiban pengaturan serta pengawasan kepada:(a) 

aktivitas pelayanan finansial disektor Perbankan, (b) aktivitas pelayanan 

finansial disektor Pasar Modal serta(c) aktivitas pelayanan finansial disektor 

Perasuransian, Anggaran Pensiun, Badan Pembiayaan, serta Badan Pelayanan  

Keuangan Lainnya. 

Kasus pinjaman secara online masih sering diperbincangkan karena 

kasus - kasus tersebut telah menimbulkan banyak korban yang mengeluhkan 

ke dalam tindak pidana penipuan. Dalam layanan aplikasi pinjaman online 

banyak yang mengeluhkan permasalahan mengenai penyebar luasan data 

pribadi yang dilakukann oleh pihak penyelenggara pinjaman online tanpa 

pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya. Didalam pasal 26 peraturan 

otoritas jasa  keuangan  nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam 

meminjam uang berbasis teknologi dan informasi ditegaskan bahwa pihak 
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penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan  dan  

ketersediaan data pribadi  pengguna  serta dalam pemanfaatannya harus 

memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain lain 

oleh ketentuan peraturan peraturan perundang – undangan. 

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi 

keberlangsungan fintech yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan 

legalitas dari bisnis yang  dijalankan karena pada pelaksanaannya 

pengembangan fintech memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan 

perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan 

stabilitas ekonomi. 

Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk 

meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan dan stabil. Untuk merespon permasalahan fintech saat ini OJK 

telah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan 

Keuangan untuk mengawasi pelaku fintech dan pada akhir tahun 2016 

tepatnya tanggal 29 Desember 2016, OJK mengeluarkan pengaturan 

mengenai fintech yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 

(LPMUBTI). POJK tersebebut memuat aturan   mengenai penyediaan, 

pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi. 

Pada dasarnya  POJK No. 77/2016 tidak mengatur secara khusus 

terkait prosedur atau tata cara pelaksanaan penagihan (collection) terhadap 
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pembayaran Pinjaman Utang oleh Penerima Pinjaman. Namun, setiap upaya 

penagihan Pinjaman Utang dari Penerima Pinjaman harus turut 

memperhatikan dan tunduk pada ketentuan lain yang berlaku. Pengawasan 

terhadap fintech ini harus  mendapat perhatian yang khusus terutama terkait 

dengan produk dan  perlindungan  hukum  karena layanan keuangan yang 

ditawarkan oleh fintech ini bebasis online. Sehingga, setiap gerak-geriknya 

memerlukan pengawasan dari   sebuah lembaga independen yakni OJK. 

Selain itu, rezim pengaturan merupakan salah satu faktor penting untuk 

meningkatkan kepercayaan publik guna melindungi kepentingan umum di 

satu sisi namun tetap memperhatikan ruang pengembangan bisnis bagi 

industri di sisi lainnya. 

Kurangnya perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman 

online tersebut menarik untuk diteliti oleh penulis, karena masyarakat yang 

masih awam terhadap hukum merasa khawatir menghadapi permasalahan 

hukum tersebut. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pinjaman 

online merupakan aspek yang sangat serius untuk ditangani oleh pihak yang 

berwajib. Oleh karena  itu, penulis tertarik meneliti Karena pinjaman online 

dengan penipuan sering terjadi dan pengguna jasa pinjaman online harus 

mendapatkan perlindungan hukum. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum pada 

Pengguna Jasa Layanan Pinjaman Online (Financial Technologi) Atas 

Tindakan Penipuan Dan Ilegal”  
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perlindungan hukum pada pengguna jasa layanan pinjaman 

online atas tindakan penipuan dan ilegal ? 

2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan pada pengguna jasa layanan 

pinjaman online ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas, yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum pada pengguna 

jasa layanan pinjaman online atas tindakan penipuan dan illegal. 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana peran peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan pada pengguna jasa layanan pinjaman online 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian
18

 baik dari maanfaat teoritis maupun 

praktis sehingga dapat menghasilkan penelitian yang realistis 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan banyak 

kegunaan dan manfaat bagi pembaca dalam rangka mengembangkan 

keilmuan dan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan hukum bagi 

para pengguna jasa layanan pinjaman online serta pentingnya peran 

Otoritas Jasa Keuangan terhadap layanan pinjam meminjam uang 

berbasis teknologi dan informasi. 

                                                           
18 Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. (IAIN JEMBER,2020), 39 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat membagikan sumbangan 

pemikiran dalam upaya meningkatkan ilmu wawasan di aspek hukum 

Ekonomi Syariah pada umumnya. Selain itu letak terpenting dari 

penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana bentuk 

perlindungan hukum bagi para pengguna jasa layanan pinjaman online 

serta peran dari Otoritas Jasa Keuangan  

b. Bagi UIN Khas Jember 

Penelitian ini selain memberikan manfaat bagi peneliti, juga 

membrikan manfaat bagi hasanah keilmuan dikancah kampus tercinta 

UIN KHAS Jember agar tulisan ini menjadi sebuah refrensi bagi 

generasi yang berkualitas intelektual tinggi dalam persaingan 

akademik kususnya dibidang pengembangan kurikulum dan metode 

pembelajaran. 

c. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

motivasi atau refrensial bagi masyarakat maupun lembaga masyarakat 

agar hasil dari penelitian bisa dijadikan bahan evaluasi untuk para 

pengguna jasa layanan pnjaman online dan masyarakat umum lainnya. 

  



15 
 

 
 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah ini berisis tentang istilah – istilah yang penting yang 

menjadi titik perhatian dari judul penelitian
19

, hal tersebut bermaksud agar 

tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah yang berada didalam 

penelitian. Adapaun istilah – istilah yang akan peneliti paparkan adalah: 

1. Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan 

pemberian bantuan hukum untuk memberikan rasa aman kepada korban 

yang dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan hukum.
20

 Menurut 

Setiono, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi 

masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang oleh penguasa yang tidak 

sesuai dengan aturan hukum.
21

 

2. Pinjaman Online 

Pinjaman online merupakan penyelenggaraan layanan jasa 

keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima 

pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pnjam meminjam dalam 

mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik.
22

 

3. Penipuan 

Penipuan merupakan perbuatan dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum 

dengan memakai nama palsu atau identitas palsu dan menimbulkan 

                                                           
19 Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. (Jember: IAIN JEMBER, 2020), 45 
20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum  (Jakarta: UI Press, 1984), 133 
21 Setiono, Rule Of Law (Supremasi Hukum) (Surakarta: Magister lmu Hukum Pasca Sarjana 

Universitas Sebelas Maret, 2004), 3 
22Peraturan  OtoritasJasaKeuangan  Nomor 77/POJK.01/2016 pasal 1 angka 3 
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kerugian untuk orang lain
23

. Dalam pinjaman online sering terjadi yang 

namanya penipuan dengan menggunkan data pribadi orang lain untuk 

kepentingan diri sendiri atau perusahaan penyedia jasa layanan pinjaman 

online 

4. Ilegal 

Ilegal merupakan suatu yang tidak sah menurut hukum,
24

 tidak 

tunduk kepada peraturan dan undang – undang yang berlaku. Dalam 

pinjaman online ada yang namanya OJK yang mengatur dan mengawasi 

adanya pinjaman online.dikatakan illegal apabila pinjaman online 

tersebut tidak terdaftar dalam OJK atau undang – undang yang berlaku. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika peembahasan ini disajikan agar dapat mengetahui secara 

keseluruhan tentang apa yang diuraikan, selain itu juga mempermudah para 

pembaca mengetahui alur penulisan penelitian ini dari awal sampai akhir 

yang akan disajikan dalam lima Bab sebagai berikut: 

Bab pertama yaitu pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar 

belakang masalah yang memaparkan tentang alasan yang mendasari 

penelitian ini dilakukan, dilanjutkan dengan rumusan masalah, kemudian 

fokus penelitian, dan manfaat penelitian yang berisi manfaat secara praktis 

dan manfaat secara teoritis, kemudian terdapat definisi istilah dan sistematika 

pembahasan 

                                                           
23 Pasal 378 KUHP 
24 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
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Bab kedua yaitu membahas mengenai kajian pustaka yang mana 

didalamnya meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan erat 

dengan masalah yang akan diteliti yaitu tentang perlindungan hukum 

terhadap pengguna jasa layanan pinjaman online atas tindakan penipuan dan 

ilegal.  

Bab ketiga yaitu menguraikan secara jelas tentang metode penelitian 

yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan 

hukum, teknik analisis bahan hukum dan keabsahan bahan hukum. 

Bab keempat yaitu berisi tentang penyajian dan analisis yang memuat 

gambaran umum dari penelitian yang dibahas yakni perlindungan hukum 

terhadap pengguna jasa layanan pinjaman online atas tindakan penipuan dan 

illegal dan peran otoritas jasa keuangan terhadap pengguna jasa layanan 

pinjaman online. 

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan sebagai 

jawaban dari pertanyaan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya serta 

saran.



 

18 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan ataupun referensi 

bagi penulis dalam melakukan penelitian. Terlebih lagi, tlaah pustaka pada 

penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keorisinilan penelitian yang 

dilakukan yang kemudian menemukan beberapa karya yang membahas 

masalah yang serupa dengan penelitian ini akan tetapi memiliki pembahasan 

yang berbeda. Dengan adanya penelitian terdahulu dapat memperkaya teori 

maupun permasalahan-permasalahan dalam mengkaji penelitian yang 

dilakukan. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulis dalam 

melakukan penelitian, antara lain 

1. Skripsi yang ditulis oleh Risky Kurniawan (1406200117) Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan yang berjudul 

Perlindungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara 

online pada aplikasi kredit pintar. Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu: 

1. Bagaimana kepastian hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara 

online pada aplikasi kredit pintar?, 2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian 

pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar?, 3. 

Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam 

meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar. Tujuan  

penelitian Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu untuk 

mengetahui tentang kepastian hukum perjanjian pinjam meminjam uang 
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secara online pada aplikasi kredit pintar, untuk mengetahui pelaksanaan 

perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit 

pintar, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam 

perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit 

pintar.
25

 

Adapun persamaam skripsi ini dengan penelitan penulis yaitu sama – 

sama membahas perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman 

online, adapun perbedaannya yaitu dalam skripsi ini bahan hukum yang 

menjadi acuan yaitu KUHPerdata serta kasus yang dibahas pada aplikasi 

kredit pintar saja, sedangkan pada penelitian penulis ini bahan hukum 

yang menjadi acuan yaitu peraturan otoritas jasa keuangan dan juga 

undang – undang tentang ITE serta undang – undang yang lainnya. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ishaq (16220061) universitas Islam 

Negari Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “perlindungan 

hukum pembocoran identitas pribadi oleh kreditur dalam layanan 

pinjaman online perspektif hukum positif dan hukum islam. Adapun 

fokus penelitian dalam skripsi tersebut yaitu, 1. Bagaimana tinjauan 

hukum positif terhadap tindakan pembocoran identitas pribadi debitur 

oleh kreditur yang keluhannya terpampung dalam media konsumen, 2. 

Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tindakan pembocoran identitas 

pribadi debitur oleh kreditur yang keluhannya tertampung dalam media 

konsumen, 3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh nasabah terhadap 

                                                           
25 Rizky Kurniawan, Perlindungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online 

pada aplikasi kredit pintar (Skripsi Universitas Muhamadiyah Sumtra Utara, Medan 2019) 
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tindakan pembocoran identitas pribadi oleh kreditur. Tujuan penelitian 

dalam skripsi tersebut yaitu, untuk menjelaskan tentang analisis hukum 

positif terhadap tindakan perbuatan melawan hukum dalam pembocoran 

identitas pribadi dari debitur oleh kreditur fintech, untuk menjelaskan 

tentang analisis hukum islam terhadap tindakan perbuatan melawan 

hukum dalam pembocoran identitas pribadi dari debitur oleh kreditur 

fintech dan untuk menjelaskan dan menganalisis upaya yang dilakukan 

oleh nasabah fintech terhadap tindakan pembocoran identitas pribadi oleh 

kreditur.
26

 

Adapun persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu 

keduanya sama – sama membahas tentang perlindungan hukum bagi para 

pengguna layanan pinjaman online,adapun perbedaannya yaitu dalam 

skripsi tersebut fokus masalah yang dibahas yaitu tentang kebocoran data 

pribadi dan bahan hukum yang digunakan yaitu hukum positif dan hukum 

islam, sedangkan penelitian penulis yang dibahas tidak hanya kebocoran 

data pribadi melainkan juga terhadap tindakan penipuan dan ilegal dan 

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian penulis yaitu hukum 

positif dan peraturan otoritas jasa keuangan.  

3. Skripsi yang ditulis oleh Alfhica Rezita Ekstrak Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia yang bertajuk “perlindungan hukum bagi 

pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan Financial Technologi berbasis 

peer to peer lending di indonesia. Pada skripsi tersebut membahas tentang 

                                                           
26 Muhammad Ishaq, Perlindungan Hukum Pembocoran Identitas Pribadi Oleh Kreditur Dalam 

Layanan Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Skrpsi Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) 
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perlindungan hukum terhadap penyelenggara Fintech berbasis Peer to 

Peer Lending atas kerugian akibat gagal bayar nasabah sedangkan 

penelitian yang dilakukan peneliti ini yakni dari sudut pandang pengguna 

jasa layanan atau debitur penerima pinjaman yang memerlukan 

perlindungan hukum dari penyelenggara layanan pinjaman berbasis 

Financial Technology.  

Adapun Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama 

membahas terkait permasalahan pinjam meminjam uang berbasis 

Financial technology. Adapun perbedaannya yaitu penelitian penulis 

membahas terkait perlindungan hukum terhadap penggunaa jasa layanan 

pinjaman online atau debitur penerima pinjaman, sedangkan pada skripsi 

tersebut membahas tentang kreditur atau penyelenggara sebagai pemberi 

pinjaman.  

4. Skripsi yang ditulis oleh Tri Rahmat (16220200) Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Penyelesaian 

Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi (Finansial Technology) Studi di Layanan Fintech Syarq dan 

Fintech Winwin”
27

 pada skripsi tersebut peneliti menggunakan jenis 

penelitian yuridis empiris dengan meneliti langsung ke lapangan.  Tujuan  

Penelitian  ini  adalah  menemukan  alternative penyelesaian  sengketa  

kredit  macet  dalam  layanan  fintech  Syarq  dan fintech  Winwin.  Hasil  

penelitian  dari  judul  skripsi  ini  yaitu mendeskripsikan prosedur 

                                                           
27Tri Rahmat, Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi (Finansial Technology) Studi di Layanan Fintech Syarq dan Fintech Winwin (Skripsi 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) 
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penyelesaian kredit macet dengan beberapa pendekatan. Dalam fintech 

Syarq, penulis mengelompokan pendekatan restruturisasi, pendekatan 

persuasif, negosiasi menjual objek murobahah, serta menagih hutang 

kepada ahli waris. Dalam fintech Winwin peneliti mengelompokan 

beberapa prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan tahap internal dan 

eksternal. Penyelesaian sengketa dalam tahap internal yaitu dengan 

menagih hutang melalui contact person terkait, seperti via telepon, 

whatsapp dan email. Penyelesaian sengketa dalam tahap eksternal yaitu 

melalui debt collector. Beberapa faktor yang menyebabkan kredit macet 

dalam layanan fintech Syarq dan fintech Winwin antara lain nasabah 

beritikad buruk serta tidak koperatif,  

Adapun persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama – 

sama menelitian permasalahan Financial Tecjnology, Adapun 

perbedaanya yaitu dalam skripsi tersebut meneliti tentang penyelesaian 

sengketa akibat kredit macet dan jenis penelitian menggunakan yuridis 

empiris sedangkan penelitian penulis meneliti tentang perlindungan 

hukum terhadap penggguna pinjaman online dan jenis penelitian 

menggunakan normatif. 

B. Kajian Teori 

Teori sendiri berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berfikir ilmiah 

yang dapat mengarahkan peneliti sehingga dapat merangkum pengetahuan 

atau menyajikan data yang telah ditemukan. Adapun teori dari kajian yag 

teliti adalah: 
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1. Perlindungan Hukum 

a. Pengertian perlindungan hukum 

Perlindungan hukum adalah tempat untuk berlindung dari 

masalah perbuatan dan lain-lain, sedangkan hukum sendiri 

merupakan keseluruhan asas – asas dan kaidah – kaidah yang 

mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang 

bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai 

lembaga guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu 

kenyataan dalam hukum.
28

 secara sederhana perlindungan hukum 

merupakan bentuk aturan atau kaidah yang bertujuan untuk 

melindungi atau memberikan perlindungan berupa hukum. 

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari 

Salmond bahwa hukum bertujuan mengintregasikan dan 

mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat. Kepentingan 

hukum sendiri bertujuan untuk mengurusi hak dan kepentingan 

manusia, sehingga hukum memlik otoritas tertinggi untuk 

menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.
29

 

Sebagaimana ditunjukan oleh Philipus M. Hadjon 

perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang 

bersifat preventif dan respresif. Perlindungan hukum yang preventif 

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan 

tindakan pemerintah bersikap hati – hati dalam pengambilan 

                                                           
28 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Dalam Pembangunan (Bandung: Alumni, 2002), 2 
29 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2000), 53 
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keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan respresif bertujuan 

untuk mencegah terjadinya sengketa termasuk penangannya 

dilembaga pengadilan. 

berdasarkan hal tersebut, perlindungan hukum bagi pengguna 

layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di 

indonesia akan digambarkan sebagai berikut. 

1) Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan hukum secara preventif adalah kesempatan 

bagai masyarakat umum untuk memprotes ( inspraak) atas 

pendapat mereka sendiri atau secara berkelompok sebelum ada 

suatu keputusan pemerintah yang mendapat bentuk definitif. 

sehingga, perlindungan hukum ini memiliki tujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa yang sangat besar. Dengan adanya 

suatu tindakan perlindungan hukum secara preventif ini, 

diharapkan perlindungan ini dapat mendorong agar pemerintah 

lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang terkait 

dengan asas freies ermessen, dan masyarakyat dapat 

mengajukan keberatan atau dapat juga dimintai pendapat 

mereka mengenai rencana keputusan tersebut.
30

 

Perlindungan hukum menurut hukum preventif ini adalah 

perlindungan yang mempunyai gagasan pencegahan, dimana 

sebelum seseorang itu dan/atau kelompok melakukan suatu 

                                                           
30 Philipus M. Hadjono, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press), 10 
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kegiatan atau tindakan yang bersifat negatif atau melakukan 

suatu kejahatan yang diniatkan di dalamnya sehingga akan dapat 

menghindarkan atau meniadakan kejadian perbuatan yang 

konkrit. Sehingga  diperlukan upaya integral, antara preventif 

dan represif agar permasalahan kejahatan dapat diatasi.
31

 

2) Perlindungan hukum represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan 

akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman 

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau 

telah dilakukan suatu pelanggaran.   

Perlindungan hukum represif memiliki fungsi untuk 

menyelesaikan apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Agar 

dapat menjalankan perlindungan hukum yang represif untuk 

kepentingan masyarakat Indonesia, terdapat berbagai badan 

hukum yang secara parsial mengurus permasalahan-

permasalahan yang timbul. Badan – badan tersebut selanjutnya 

dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: 

a) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum. 

b) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding 

administrasi 

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman 

bahwa perlndungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya 

                                                           
31 Ifrani & M. Yasir Said, Kebijakan Kriminal Non – Penal OJK Dalam Mengatasi Kejahatan 

Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending, Al – Adl Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 1, 2020, 61 - 

67 
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fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan – tujuan hukum yakni 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. perlindungan 

hukum dapat diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan 

aturan hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat 

represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam 

rangka menegakkan peraturan hukum.     

b. Bentuk perlindungan Hukum 

Seperti yang ditunjukan oleh R. La Porta dalam jurnal of 

financial economi, jenis perlindungan hukum yang diberikan oleh 

negara memiliki dua kualitas, yaitu bersifat pencegahan dan 

hukuman.
32

 jenis perlindungan hukum yang sah dan paling jelas  

adalah kehadiran instansi – instansi, misalnya pengadilan, penyidik, 

polisi, lembaga lembaga – lembaga penyelesaian sengketa diluar 

pengadilan (non litigasi) lainnya. Adapun perlindungan yang 

dimaksud dengan besifat pencegahan yaitu dengan membuat 

peraturan. Sedangkan perlindungan yng bersifat hukuman yaitu 

dengan menegakkan peraturan. 

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain yaitu: 

1) Membuat peraturan, yang memiliki tujuan untuk, 

a) Memberikan hak dan kewajiban 

b) Menjamin hak – hak subyek hukum 

  

                                                           
32 R. La Porta, Investor Protection and Corporate Governance, Jurnal Of Financial Economi 
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2) Menegakan peraturan  

a) Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk 

mencegah pelanggaran hak istimewa dengan otoritas 

perizinan dan pengawasan. 

b) Hukuman pidana yang berfungs untuk mencegah setiap 

pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan 

dengan cara menggunakan sanksi hukum berupa sanksi 

pidana dan hukuman. 

c) Hukum perdata berfungsi untuk memulihkan hak dengan 

membayar kompensasi atau ganti kerugian.
33

  

Perlindungan sering disebut sebagai pemberi perlindungan 

bagi para kepentingan individu yang dilindungi oleh hukum. 

perlindungan yang ditujukan kepada konsumen dalam dunia bisnis 

sangat perlu untuk dilakukan baik itu secara formil maupun secara 

materil, hal tersebut penting dilakukan karena semakin cepatnya 

pergerakan teknologi dan informasi yang begitu cepat dan semakin 

canggih sehingga bisa menjadi motor penggerak produktifitas pada 

masa sekarang ini. Semua dunia bisnis dan usaha sudah mulai 

beralih pada dunia teknologi dan informasi baik dari produsen atas 

                                                           
33 Wahyu Sasongko, Ketentuan – ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen (Bandar 

Lampung: Universitas Lampung, 2007), 31 
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barang ataupun jasa yang akan dihasilkan dalam mencapai tujuan 

dari suatu usaha
34

.  

Bisnis atau jasa dibidang keuangan menjadi bisnis yang 

sangat rentan saat ini terhadap berbagai tindakan – tindakan 

kejahatan dan merugikan  yang dilakukan oleh oknum yang tidak 

bertanggung jawab. Oknum – oknum tersebut memanfaatkan 

keberadaan dan kecanggihan dari teknologi dan informasi untuk 

melakukan suatu tindakan baik itu penyelewengan atau 

penyalahgunaan yang berakibat pada kerugan bagi para pengguna 

layanan tersebut.
35

  

Para penyelenggara layanan fintech yang telah terdaftar pada 

otoritas jasa keuangan(OJK) dalam melakukan kgiatannya memiliki 

beberapa keterbatasan, salah satunya yaitu dilarang menjalankan 

kegiatan usaha diluar yang telah diatur dalam peraturan OJK itu 

sendiri, selain itu juga dilarang untuk memberikan informasi yang 

tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Keberadaan 

adanya larangan tersebt bertujuan  untuk menciptakan suatu 

perlindungan hukum bagi pengguna layanan fintech. Para 

penyelenggara yang ditemukan melanggar larangan yang telah 

ditetapkan maka akan dikenakan sanksi adminstratif berupa, 

  

                                                           
34 Desak Ayu Lila Astuti, A.A Ngurah Wirasila, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen 

Transaksi E – commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian (Kertha Semaya Jurnal, Fakultas 

Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2018), 6 
35 Celina Tri Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 5 
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1) Peringatan tertulis. 

2) Denda. 

3) Pembatasan kegiatan. 

4) Pencabutan izin usaha
36

. 

Saat ini dengan adanya otoritas jasa keuangan dalam 

memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen sangat 

diperhatikan salah satunya yaitu dengan mengeluarkan peraturan 

otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu tentang 

layanan pinjam meminjam berbasis teknologi dan informasi. Jenis 

perlindungan yang diberikan oleh OJK yaitu apabila terdapat atau 

ditemukannya tindakan – tindakan yang melanggar dan 

mengakibatkan kerugian maka OJK akan meminta untuk 

menghentikan kegiatan usahanya tersebut.  

Selain itu, OJK akan melakukan pembelaan hukum untuk 

kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan 

gugatan dipengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan 

kerugian tersebut. OJK juga akan memberikan teguran berupa 

peringatan terhadap para penyelenggara kegiatan usaha yang 

dianggap menyimpang untuk segera dapat memperbaikinya, 

kemudian OJK memberikan informasi terkait dengan aktivitas yang 

dapat merugikan terhadap pengguna jasa layanan pinjaman online 

maupun masyarakat umum. 

                                                           
36 Edy Santoso, Pengaruh Era Globalisas Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia (Jakarta: 

Pranadamedia Group, 2018), 129  
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Pemerintah sendiri terus berupaya menghadirkan 

penyelenggaraan industri pinjaman online yang aman dan 

terpercaya. Menurut mentri komunikasi dan iformasi dasar hukum 

untuk penanganan pinjaman online illegal yaitu merujuk pada 

undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik serta peraturan perubahan dan pelaksanaannya 

sesuai dengan arahan presiden Indonesia untuk memberantas 

pinjaman online yang illegal yang menimbulkan keresahan ditengah 

– tengah masyarakat.   

Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa 

penyelenggara perjanjian pinjam meminjam uang uang berbasis 

teknologi informasi adalah badan hukum perseroan terbatas yang 

menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam 

meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi 

pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya 

berasal dari pihak pemberi pinjaman. 

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau 

badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan 

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima 

pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt586f8d5689994/nprt/lt534f83d114f41/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-no-77_pojk.01_2016-tahun-2016-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt586f8d5689994/nprt/lt534f83d114f41/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-no-77_pojk.01_2016-tahun-2016-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt586f8d5689994/nprt/lt534f83d114f41/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-no-77_pojk.01_2016-tahun-2016-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt586f8d5689994/nprt/lt534f83d114f41/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-no-77_pojk.01_2016-tahun-2016-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi


31 
 

 
 

utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi. 

Pengguna layanan P2P Lending berhak mendapatkan 

perlindungan hukum dalam melakukan praktek  layanan  ini,  dengan  

kata lain pemerintah harus menjamin kepastian hukum dalam  

penyelenggaraan praktek P2P Lending. Prinsip dasar dalam 

perlindungan seorang pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi adalah bahwa penyelenggara wajib 

melakukan prinsip-prinsip dasar berupa transparansi, perlakuan yang 

adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian 

sengketa pengguna secara cepat, sederhana, dan biaya terjangkau. 

Penyelenggara wajib untuk memberikan informasi terkini yang 

akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Jika ada penerimaan, 

penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi penyelenggara wajib untuk 

menyampaikan informasi tersebut kepada pengguna.
37

 

2. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian merupakan keadaan pasti dan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Hukum sendiri secara hakiki harus pasti dan adil. sebuah 

pedoman untuk melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu, harus 

menjujunjung tinggi suatu tatanan yang dinilai wajar. Dengan dilakukan 

                                                           
37Agus Priyonggojati, Perlindungan Hukum Tetrhadap Penerima Pinjaman Dalam 

Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending, Jurnal USM Law 

Review, Vol. 2, No. 2, 2019, 170 
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dengan sifat yang adil dan dijlankan dengan pasti maka hukum tersebut 

dapat menjalankan fungsinya
38

         

Menurut Hans Kelsen, Hukum merupakan sebuah system norma. 

Peraturan yang mengadung prinsip umum bertindak sebagai aturan bagi 

orang untuk bertindak dimata publik, baik dalam pergaulan dengan orang 

perorangan mapun dalam pergaulan dengan jaringan yang berbeda. 

pedoman ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam meresahkan atau 

melakukan tindakan terhadap orang lain. Kehadiran aturan ini dan 

pelaksnaannya mengakibatkan timbulnya kepastian hukum.
39

 

Kepastian hukum secara normatif dapat dilihat ketika suatu 

peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti yang mengatur mengenai 

sesuatu hal secara jelas dan logis. Jelas tersebut dalam artian tidak 

menimbulkan keraguan – keraguan atau multi tafsir dan menjadi suatu 

system norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau 

menimbulkan konflik norma. Kejelasan hukum menunjuk pada 

pemberlakuan hukum yang nyata, tidak berubah- ubah serta bertanggung 

jawab yang penerapannya tidak dipengaruhi oleh kondisi– kondisi yang 

karakternya individual. Kejelasan serta kesamarataan tidaklah hanya 

desakan akhlak, melainkan dengan cara factual menandai hukum.
40

 

Sebagaimana ditunjukan oleh utrecht, kepastian hukum 

mengadung dua pngertian, secara spesifik:  

                                                           
38 Dominika Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum (Yogyakarta: 

Laksbang Pressindo, 2010), 59   
39Peter Muhammad Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2000), 158 
40 Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb, Kamus Istilah 

Hukum(Jakarta, 2009), 385 
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a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. 

b. Beruapa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan 

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum 

tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan 

atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.
41

  

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis dogmatik 

yang didasarkan pada aliran pemikiran yang positif didunia hukum yng 

cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri karena 

hukum sendiri merupakan sebuah aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan 

hukum tak lain sebagai penjamin kepatian hukum. kepastian hukum 

tersebut diwujudkan oleh hukum itu sendiri dengan sifatnya yang hanya 

membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari 

aturan – aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk 

mewujudkan keadilan atau kemanfaatan melainkan untuk sebuah 

kepastian.
42

 

Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan 

hukum dalam melaksanakan suatu perjanjan pinjam meminjam uang 

secara online, dalam bentuk prestasi maupun perjanjian yang bersifat 

wanprestasi atau bahkan jika ada salah satu pihak ada yang dirugikan 

maka sanksi dalam suatu perjanjian tersebut harus djalankan sesuai 

                                                           
41 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 23 
42 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) (Jakarta: Gunung 

Agung: 2002), 82 
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kesepakatan para pihak baik pihak pemberi pinjaman, pihak penerima 

pinjaman maupun pihak yang menyelenggarakan. 

Latihan melalui kerangka elektronik, meskipun vitual, dapat 

diatur sebagai kegiatan atau kegiatan yang benar-benar sah. Dengan cara 

ini, ada tiga cara untuk menagnai menjaga keamanan jaringan khususnya 

pendekatan sudut sah, sudut pandang mekanis serta perspektif sosial, dan 

moral. Untuk mengatsi pengaruh ganguan keamanan dalam aktivitas 

kerangka kerja elektronik, metode yang sah benar-benar dilakukan 

karena tenpa kepastian yang sah, masalah penggunaan inovasi data tidak 

ideal.    

Kepastian hukum memberikan jaminan hukum yang berisi 

keadilan, dalam pinjam meminjam secara online tentunya harus terdapat 

keadilan yang mana dalam hal ini harus ada yang namanya kepastian 

serta perlindungan antara kedua belah pihak. Norma – norma yang 

memajukan keadilan harus sungguh – sungguh berfungsi sebagai 

peraturan yang harus dipatuhi. Menurut Gustav Radruch, keadilan dan 

kepastian hukum merupakan bagian – bagian yang tetap dari hukum, 

beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus 

diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan 

ketertiban suatu Negara. Bukan hanya bagi Negara melainan bagi mereka 

yang melakukan perjanjian pinjam meminjam uang berbasisi elektronik. 

Perlindungan dan kepastian hukum harus mereka dapatkan karena 
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dampaknya sangat besar terhadap para pelaku pinjam meminjam uang 

secara online. 

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam suatu 

perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdata serta hak dan kewajiban dalam 

perjanjian pinjam meminjam uang secara online harus menekankan pada 

penafsiran dan sanksi yang jelas  agar suatu perjanjian dapat memberikan 

kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat. Kepastian 

memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat 

pelaksanaan suatu perjanjian pinjam meminjam uang secara online dalam 

bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah 

satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian 

tersebut harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan para pihak baik 

pihak yang meminjam maupun pihak yang memberi pinjaman.            

3. Financial Technologi (Fintech) 

a. Pengertian Financial Technologi  

Istilah fintech merupakan singkatan dari Financial 

Technologi dalam bahasa indonesia yang berarti teknologi finansial. 

Teknologi Finansial atau fintech diartikan sebagai penggunaan 

teknologi dalam system keuangan yang menghasilkan produk, 

layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak 

pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan/atau efisiensi, 

kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Menurut 

Stein dan Dhar, Fintech merupakan sebuah inovasi dari sektor 
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finansial yang melibatkan model bisnis yang terintegritas dengan 

teknologi yang dapat memfasilitasi pengguna tanpa perantara orang 

lain, mengubah cara perusahaan yang sudah ada dalam menyediakan 

produk dan layanan dan sisi lain memberikan peluang untuk 

pertumbuhan inklusif.
43

  

Fintech merupakan gabungan antara jasa keuangan dengan 

teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari yang awalnya 

konvensional menjadi modern, yang awalnya dalam membayar harus 

bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat 

melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik 

jasa. Fintech muncul seiring dengan berubahnya gaya hidup 

masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi 

informasi dan tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan adanya 

fintech, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran 

lainnya, dengan kata lain fintech membantu transaksi jual beli dan 

system pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap 

efektif.
44

 

Sebagaimana yang telah diatur dalam undang – undang 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berikut 

peraturan pelaksanaanya, baik peraturan pemerintah maupun 

                                                           
43 Nuzul Rahmayani, Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan 

Berbasis Financial Technology di Indonesia, Pagaruyuang Law Journal, Edisi No. 1 Vol 2, 

Fakultas Hukum Universitas Muhamamadiyah Sumatra Barat, 2018 
44 R. Jossi Belgradoputra. Slamet Supriatna. Hartono Widodo, Perlindungan Hukum Terhadap 

Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online, Jurnal Krisna Law. Vol. 1, Nomor 3, 

2019, 95 
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peraturan menteri keuangan, undang – undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang 

diubah oleh Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Informasi dan Transaksi elektronik.  

b. Jenis – jenis Fintech 

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah 

menambah kemajuan terhadap layanan fintech, jenis – jenis fintech 

pun semakin beragam dalam menawarkan layanan jasa keuangan. 

Hal tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin 

banyak terhadap layanan keuangan.  

Otoritas jasa kuangan (OJK) membedakan jenis fintech 

menjadi dua, yaitu fintech 2.0 dan fintech 3.0 yaitu:
45

 

1) Fintech 2.0 adalah lembaga keuangan yang sudah mendapatkan 

lisensi sebagai perusahaan keuangan yang berinovasi 

menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan akses 

pasarnya. Contoh nyatanya yaitu kartu kredit, mesin ATM, atau 

digital banking. 

2) Fintech 3.0 adalah perusahaan yang memberikan layanan 

keuangan yang didukung tekologi terkini bagi penggunanya. 

Berbeda dengan bank, jenis fintech 3.0 belum memiliki lisensi 

jasa keuangan, namun proses regulasinya tetap di atur oleh OJK. 

  

                                                           
45 Reynold Wijaya, Fintech dan Bank: Pesaing atau Masa Depan, 

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/17/12/21/p1aftp408-fintech-dan-bank-pesaing-

atau-masa-depan-keuangan diakses 05 Juli 2022 

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/17/12/21/p1aftp408-fintech-dan-bank-pesaing-atau-masa-depan-keuangan
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/17/12/21/p1aftp408-fintech-dan-bank-pesaing-atau-masa-depan-keuangan
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c. Pengawasan OJK terhadap pelaksanaan Fintech 

Seiring dengan perkembangan Fintech yang terus semakin 

pesat haingga saat ini, tentunya harus diimbangi juga dengan 

hadirnya regulasi pada pengawasan yang jelas terhadap berjalannya 

bisnis tersebut. Berdasarkan pasal 5 undang – undang Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan 

bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan 

pengawasan yang terintregasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam 

sektor jasa keuangan. Dalam pasal 6 menyatakan bahwa OJK 

melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap 

1) Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan. 

2) Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal. 

3) Kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiaun, 

lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. 

Jika mengacu pada kedua pasal tersebut, OJK merupakan 

instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 

tumbuh kembangnya Fintech. Fintech startup termasuk bagian 

sektor jasa keuangan baik industri keuangan bank (IKB) maupun 

industri keuangan non-bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK.
46

 

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi 

keberlangsungan Fintech yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan 

                                                           
46 Ernama Santi, Budiharto  & Hendro Saptono, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap 

Financial Technology(Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nor 77/POJK.01/2016), Diponegoro 

Law Jurnal, Vol. 6, Nomor 3, 2017, 2 
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dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada 

pelaksanaannya pengembangan Fintech  memiliki potensi risiko 

yakni berkaitan dengna perlindungan konsumen, stabilitas system 

keuangan, system pembayaran dan stabilitas ekonomi. Tujuan 

pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir 

risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan dan stabil.
47

 

Untuk merespon permasalahan Fintech saat ini OJK telah 

membentuk satuan tugas pengembangan inovasi digital ekonomi dan 

keuangan untuk mengawasi pelaku Fintech tersebut dan pada akhir 

tahun 2016 pada tanggal 29 Desember 2016, OJK mengeluarkan 

pengaturan mengenai Fintech yaitu peraturan OJK Nomor 

77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis 

teknologi informasi (LPMUBTI). POJK tersebut memuat aturan 

mengenai penyedia, pengelola dan pengoprasian layanan pinjam 

meminjam uang berbasis teknologi informasi.
48

 

d. Risiko pinjaman online oleh fintech 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan 

melakukan kegiatan pinjaman online, tidak ada yang namanya 

sesuatu yang dilakukan bebas dari yang namanya risiko. Besar 

kecilnya risiko pasti ada dalam kegiatan yang berhubungan dengan 

                                                           
47 Ernama, Budiharto & Hendro, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial 

Technology(Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nor 77/POJK.01/2016), Diponegoro Law Jurnal, 

Op.Cit, 3 
48 Ernama, Budiharto & Hendro, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial 

Technology, 3 
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transaksi berbasisi teknologi dan inormasi. Risiko tersebut butuh 

dicermati kala menyudahi buat turut jadi pendana serta peminjam 

dalam bidang usaha Peer To Peer Lending ialah selaku berikut
49

: 

1) Risiko Bunga yang tinggi 

Risiko bunga yang tinggi ini bagi peminjam tidak sama 

seperti suku bunga perbankan yang diatur begitu ketat, pinjaman 

online ini masih belum mempunyai aturan yang lengkap 

didalamnya. Saat ini suku bunga pada pinjaman online dikisaran 

14% sampai dengan 30% perbulan. Besarakan suku bunga 

tersebut ditentukan oleh perusahaan penyedia layananan pinjaman 

online itu sendiri berdasarkan scoring profil peminjam sebagai 

calon debitur. 

Jika memiliki proil risiko yang rendah dan didukunng oleh 

agunan yang mencukupi, maka bisa jadi akan memiliki profil 

kredit A, sehingga suku bunga yang didapatkan rendah. 

Sedangkan jika memiliki profil kredit yang kurang baik, maka 

akan mendapat peringkat B atau C sehingga suku bunga kredit 

yang akan dibayar perbulannya lebih besar. Dengan tingkat bunga 

yang tinggi, maka beban yang harus ditanggung untuk melunasi 

hutang – hutang juga lebih besar. 

  

                                                           
49 Retno Sari Dewi, Analisis Pinjaman Online (Tulungagung: Universitas Tulungagung, 2019), 3 
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2) Harus bayar biaya layanan 3% sampai 5% 

Jika pinjaman telah disetujui, maka diwajibkan untuk 

membayar biaya pelayanan yang besarnya sekitar 3% sampai 5% 

dari nilai pinnjaman. Jika peminjam mendapatkan persetujuan 

pinjaman sebesar 10 juta maka uang yang bisa didapatkan hanya 

akan menjadi 9,5 juta sampai 9,7 juta. Besarnya biaya layanan 

berbeda – beda tergantung dari perusahaan aplikasi mana yang 

digunakan. 

3) Jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan 

Jangka waktu maksimal dari pinjaman online adalah 12 

bulan, dengan begitu bisa dikatakan bahwa pinjaman online 

adalah pinjaman jangka pendek. Sehingga apabila dipakai untuk 

membiayai keperluan yang jangka pendek, disarankan untuk tidak 

mennggunakan pinjaman online untuk membiayai bisnis yang 

menawarkan potensi keuntungan jangka menengah atau jangka 

panjang. 

4) Limit kredit pinjaman online yang rendah 

Dengan jangka waktu yang relatif pendek untuk 

pelunasannya bahkan hanya 2 – 3 bulan, maka limit kredit pada 

pinjaman online juga lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis 

pinjaman perbankan. Dari sebuah aplikasi atau perusahaan 

penyedia layanan pinjaman online bisa mengajukan pinjaman 

antara 1 juta sampai 50 juta hanya menggunakan KTP. Dengan 
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persyaratan yang mudah tersebut dan proses yang cepat, tidak 

salah jika kemudian pinjaman online banyak diminati masyarakat 

hingga saat ini. 

Limit pinjaman online akan bertambah jika bisa 

menyediakan jaminan atau agunan dengan nilai yang tinggi. 

Tidak hanya jaminan bergerak dan tidak bergerak seperti 

property, tanah, atau perhiasan bisa juga menjaminkan hal yang 

lain seperti surat kontrak bisnis dan yang lainnya 

5) Risiko bocornya data Handphone mengajukan pinjaman online. 

Pada saat mengajukan pinjaman online, ada potensi 

bocornya data nomor kontak dihandphone dan diambil oleh 

perusahaan penyedia layanan pinjaman online. Karena saat 

aplikasi diunduh, untuk bisa berfungsi 100% maka harus 

menyetujui permintaan akses galeri foto, kontak nomor telepon 

dan kamera.
50

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Istiqomah, Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata, Jurnal 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah bagaimana penulis menggambarkan semua 

langkah yang diambil dari awal sampai akhir.
51

 Selain itu, Metode penelitian juga 

digunakan buat mangulas kasus yang diulas dalam riset ini. Butuh terdapatnya tata 

cara yang dipakai untuk menyelesaikan penelitian ini, yaitu: 

A. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian 

normatif, yaitu penelitian yang menelaah dan menganalisa sebagaimana 

peraturan perundang – undangan yang berlaku (legal research), doktrin – 

doktrin atau asas – asas dalam ilmu hukum dengan meneliti bahan pustaka. 

selain itu juga menjelaskan sesuatu yang mungkin sulit diprediksi 

perkembangannya yang akan ada pada masa depan.  

Penelitian hukum normatif sendiri merupakan 8suatu proses untuk 

menemukan suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum maupun doktrin 

hukum yang menjawab isu hukum atau kasus yang sedang berkembang serta 

yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut.
52

 

B. Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan dengan perundang – undangan. Yang mana pendekatan 

perundang – undangan merupakan pendekatan yang menelaah semua undang 

– undang dan regulasi yang terdapat dalam bab pembahasan dalam penulisan 

                                                           
51 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (IAIN Jember, 2020), 52 
52 Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2010), 93 
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skripsi ini. Dalam pendekatan perundang – undangan ini peneliti perlu 

memahami hirarki dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan, 

sehingga pendekatan perundang – undangan adalah pendekatan dengan 

menggunakan legislasi dan regulasi.  

Pendekatan perundang – undangan sendiri digunakan untuk 

mengetahui dasar hukum yang sesuai dengan perlindungan terhadap para 

pengguna jasa layanann pinjaman online terhadap tindakan penipuan dan 

ilegal yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online. diantaranya yaitu 

menggunakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang – undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan dan 

undang – undang yang menjadi dasar hukum mengenai pinjaman online 

illegal. Seperti peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 

Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi, peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 

Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan peraturan lainnya yang 

berkaitan dengan pinjaman online. 

Penelitian ini juga menggunakan kasus yang akan diteliti serta dikaji 

dari sebuah kasus yang sempat terjadi ditengah – tengah masyarakat.
53

 

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus pemerasan 

pinjaman online, sedangkan yang akan difokuskan dalam penelitian ini adalah 

perlindungan hukum terhadap pengguna jasa layanan pinjaman online. 

  

                                                           
53 Muhamaad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), 53 
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C. Sumber bahan hukum 

Adapun bahan hukum yang akan manjadi dasar dan sumber hukum 

dalam penelitian ini yaitu berasal dari berbagai macam sumber yang dibagi 

menjadi dua sumber, yaitu: 

1. Sumber Hukum Primer 

Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain, 

a. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

b. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 

2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi. 

2. Sumber Hukum Skunder 

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

bahan lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan dan kasus yang 

ada penulisan penelitian ini, berupa kumpulan berita atau jurnal – jurnal 

dari berbagai media cetak, media masa maupun internet yang mendukung 

sumber bahan hukum primer dari penelitian ini. 

D.   Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulam bahan hukum yang digunakan dalam penulisan 

penelitian ini dikumpulkan dengan dengan menggunakan Library resarce dan 
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studi pustaka baik terhadap bahan – bahan hukum primer dan hukum skunder. 

Studi kepustakaan sendiri merupakan cara yang dilakukan untuk mencari tahu 

sebuah informasi dengan membaca jurnal ilmiah, buku – buku refrensi dan 

bahan – bahan publikasi yang ada dipustaka. Seperti buku tentang hukum 

digital, buku hukum internet, buku hukum cyber Law dan lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

E.   Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum ini dilakuan untuk menemukan dan 

menentukan jawaban atas permasalahan hukum yang diangkat dalam 

penelitian ini, sehingga bisa dihasilkan tujuan yang diharapkan didalam 

penulisan penelitian ini. Bahan hukum yang sudah dikumpulkan akan dipilih 

dan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yaitu mengeneai tentang 

perlindungan hukum dan peran dari otoritas jasa keuangan terhadap pengguna 

pinjaman online. Yang kemudian akan dijadikan dasar pembahasan disetiap 

rumusan masalah yang diajukan. 

Dalam analisis bahan hukum tersebut yang kemudian dikaji 

permasalahannya berdasarkan asas – asas hukum dan aturan – aturan hukum 

yang berlaku untuk diuji konsistensinya dan kemungkinan apakah terjadi 

perluasan atau penyempitan dalam praktiknya yang kemudian bisa ditarik 

sebuah kesimpulan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Layanan Pinjaman 

Online atas Tindakan Penipuan dan Ilegal 

1. Kepastian Hukum pengguna jasa layanan pinjaman online 

 Sebelum pembahasan mengena kepastian hukum, dalam 

perlindungan hukum ada yang namanya bentuk dari pelindungan hukum 

itu sendiri. Adapun bentuk perlindungan pada bidang hukum dibagi 

menjadi 2 yaitu : 

a. Perlindungan hukum preventif 

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang 

diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum 

terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta 

memberikan rambu-rambu atau batasan- batasan dalam melakukan 

suatu kewajiban. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-

ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Didalam 

perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai 

kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum 

pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Karena sifatnya yang 

lebih menekankan pada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki 

kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam 

menerapkannya. 
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b. Perlindungan hukum represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir 

berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang 

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dialukan suatu 

pelanggaran. Pada perlindungan hukum represif ini subyek hukum 

tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena 

ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. 

Selain itu ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa 

hukuman penjara, denda dan hukuman tambahan lainnya. 

Perlindungan represif ini diberikan untuk menyelesaikan suatu 

pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi. 

Perlindungan hukum preventif dilaksanakan melalui perjanjian 

yang mencantumkan aturan aturan dan konsekuensi terhadap 

pelanggaran perjanjiannya. Dalam perjanjiannya terdapat sebuah 

dokumen yang secara elektronik, dokumen itu sendiri dirancang oleh 

seorang debitur atau pihak yang memberikan pinjaman yang isinya 

mengenai sebuah aturan serta sebuah kondisi yang diwajibkan untuk 

selalu dipatuhi oleh seorang kreditur. Akan tetapi dalam hal perjanjian 

tersebut tidak diperbolehkan memberatkan kreditur. Perlindungan 

hukum untuk seorang debitur terutama memberikan penekanan pada 

hal bayaran sebuah cicilan kredit. Debitur mewajibkan kreditur untuk 

melakukan pembayaran cicilan, dimana apabila terjadi keterlambatan 

pembayaran maka akan ada konsekuensinya. Pada umumnya 
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konsekuensi dari keterlambatan tersebut yaitu pengenaan bunga yang 

besarannya diatur dalam perjanjian.
54

 

Dalam pinjaman online ketika ada sengketa maka penggguna 

pinjaman online dapat melakukan pengaduan kepada OJK, namun 

ketika terjadi tindak pidana pengguna pinjaman online dapat 

melaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian. 

Namun bentuk perlindungan hukum hukum yang nyata selain OJK 

yaitu dengan adanya institusi penegak hukum seperti pengadilan, 

kejaksaan, kepolisian lembaga – lembaga penyelesaian sengketa diluar 

pengadilan (non litigasi). 

Menurut peter Marzuki, Hukum harus mengandung tiga nilai 

identitas, yaitu: 

1). Asas kepastian hukum, dalam asas ini meninjau dari sudut yuridis 

2). Asas keadilan, dalam asas ini ditinjau dari sudut filosofis, yang 

mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan 

pengadilan 

3). Asas kemanfaatan hukum
55

.  

Kepastian hukum ini mengandung dua pengertian. Pertama, 

adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa 

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena 

                                                           

54 Mnura Rohman, 2018. Perlindungan Hukum.Skripsi IAIN Tulungagung. http://repo.iain- 

tulungagung.ac.id/8923/5/BAB%20II.pdf diakses 16 November 2022 
55 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), 58 
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dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut, maka setiap 

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau 

dilakukan oleh Negara terhadap individu. 

Adanya kepastian hukum merupakan sebuah harapan bagi para 

pencari keadilan terhadap tindakan sewenang – wenang dari aparat 

penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan 

tugasnya sebagai penegak hukum. adanya kepastian hukum sendiri 

membuat masyarakat tahu akan kejelasan hak dan kewajiban menurut 

hukum. tanpa adanya kepastian hukum maka orang akan tidak akan 

tahu apa yang harus diperbuat, tidak akan tah perbuatannya tersebut 

benar atau salah serta dilarang atau tidak oleh hukum.  

Dalam bidang hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara 

online, adanya  kepastian hukum sangat diperlukan hal tersebut guna 

memenuhi hak – hak para pihak yang terlibat dalam perjanjian 

tersebut. Hal tersebut diwujudkan dengan dikelurakannya aturan 

hukum sehingga dapat terjamin wujud dari kepastian hukum. Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan aturannya mengenai layanan 

pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi 

dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 

Tentang penyelenggaraan Teknologi Finansil. Adapaun tujuan dari 

dibentuknya aturan tersebut tentunya untuk menertibkan dan 
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mewujudkan perlindungan terhadap setiap pihak terutama pihak 

peminjam pinjaman online yang selalu menjadi korban.
56

 

Menurut pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Teknologi Finansial bahwa layanan pinjaman uang berbasis aplikasi 

atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan 

Teknologi Finansial (Fintech) kategori jasa keuangan / Finansial 

lainnya. Peraturan tersebut juga mengatur mengenai  izin. Perusahaan 

yang mengadakan jasa pinjam meminjam secara online harus 

mengajukan izin terlebih dahulu. Layanan pinjaman uang berbasis 

aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis 

penyelenggaraan teknologi finansial kategori jasa keuangan/finansial 

lainnya. Aturan mengenai penyelenggara pinjam meminjam atau yang 

sering disebut peer to peer lending diantaranya adalah mengenai 

permodalan, kepemilikan penyelenggara atau penyedia pinjaman 

berbasis online, badan hukum yang mereka bentuk dan modal yang 

harus disetorkan. Penyelenggara dalam melakukan usahanya wajib 

mengajukan pendataran dan perizinan kepada OJK. 

Para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara 

online mempunyai hak dan kewajiban, yaitu:
57

 

 

 

                                                           
56 Supardi, Dasar Hukum Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi 
57 Firman Wijaya, Hukum Pinjam Meminjam Online, http://uangteman.com, diakses: 10 Mei 2022 

http://uangteman.com/
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1). Pemberi pinjaman 

a) Kewajiban bagi pemberi pinjaman dalam praktik Fintech 

berbasis Peer to Peer Lending antara lain. 

(1) Diwajibkan untuk mengisi data mengenai identitas diri 

sebagai pemberi dana pada platform fintech seperti nama, 

nomor identitas, alamat, nomor telepon dan besarnya 

nominal yang akan diberikan kepada penerima pinjaman. 

(2) Diwajibkan untuk mengisi perjanjian elektronik antara 

pemberi pinnjaman dengan penyelenggara dan perjanjian 

antara pemberi pinjaman dengan penerma pinjaman 

melalui bantuan penyelenggara. 

(3) Diwajibkan untuk mengirim dana sebagaimana besarnya 

paada tagihan sistem tepat waktu. 

b) Hak yang diberikan kepada pemberi pinjaman dalam praktik 

fintech berbasis peer-to-peer lending meliputi: 

(1) Menerima bunga pinjaman pada tingkat yang disepakati. 

(2) Menerima laporan penggunaan dana oleh penerima 

pinjaman baik melalui email maupun SMS  

(3) Memiliki akun virtual dengan penyelenggara yang akan 

digunakan untuk menyalurkan dana pinjaman dan 

menerima penggantian dana yang disalurkan. 

2). Penerima Pinjaman 

a) Kewajiban 
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Adapun kewajiban bagi penerima pinjaman dalam 

praktik Fintech berbasisi Peer to Peer Lending antara lain: 

(1) wajib mengisi formulir yang disediakan oleh 

Penyelenggara Platform dan memasukkan informasi 

identitas yang diperlukan secara jelas, jujur, dan 

terperinci.. 

(2) Isi kontrak elektronik dengan pemberi pinjaman dengan 

bantuan penyeelenggara. 

(3) Memberikan laporan penggunaan dana oleh penyedia 

media sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan 

dana dari peminjam kepada pemberi pinjaman;. 

(4) Memberikan fee sebesar berapa % kepada penyedia fintech 

sebagai penyelengara tergantung dengan pinjaman yang 

diajukan yaitu pinjaman personal atau pinjaman bisnis. 

(5) Kewajiban membayar angsuran pinjaman tepat waktu 

sesuai dengan jumlah tagihan kepada peminjam. 

b) Hak 

Hak yang diberikan kepada peminjam dalam praktik 

fintech berbasis peer-to-peer lending meliputi: 

(1) Perolehan data sebagai bentuk transparansi peminjam yang 

disediakan oleh penyelenngara fintech, termasuk data 

seperti identitas pemberi pinjaman. 
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(2)  Memperoleh dana yang bersih dan terbebas dari money 

laundry. 

(3) Memiliki escrow accaount dengan operator yang akan 

digunakan untuk pelunasan perjanjian 

3). Penyelenggara Layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending 

a) Kewajiban  

Kewajiban penyelenggara dalam praktik fintech 

berbasis peer-to-peer lending antara lain: 

(1) Memberikan informasi tentang layanan pinjam meminjam 

uang online dengan itikad baik tanpa menyesatkan 

pengguna layanan pinjam meminjam uang online. 

(2) Memberikan kemudahan kepada penerima pinjaman 

sehubungan dengan sistem perhitungan pendanaan yang 

dilakukan melalui media penyelenggara. 

(3) Penyaluran dana dari pemberi pinjaman kepada peminjam 

melalui platform yang disediakan oleh Penyelenggara. 

(4) Kewajiban untuk menyediakan pemberi pinjaman dan 

peminjam dengan escrow dan virtual account. 

(5) Memilih, menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman 

yang diajukan oleh pemberi pinjaman untuk memberikan 

pinjaman berkualitas kepada pemberi pinjaman. 
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b) Hak  

Hak yang diberikan kepada Platform Fintech sebagai 

penyelenggara praktik Fintech berbasis peer-to-peer lending 

meliputi 

(1) Menerima informasi pemakaian informasi dari peminjam 

selaku wujud pertanggungjawaban pemakaian informasi 

dari donatur pinjaman.  

(2) Menerima komisi bagi penerima pinjaman 5% sebagai 

bentuk pembayaran jasa bagi perusahaan platform fintech 

Dalam praktiknya, penyedia pinjaman online harus mengajukan 

pendaftaran dan izin ke OJK.
58

 Setelah terdaftar di OJK, lembaga 

perkreditan online diharapkan mengajukan permohonan izin dalam waktu 

paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran di OJK. Dalam 

pedoman OJK ada beberapa pernyataan yang membuat organisasi kredit 

online dapat diperiksa tanpa henti oleh OJK yaitu: 

a. Perusahaan pinjaman online wajib menyediakan rekam jejak audit 

terhadap seluruh kegiatannya didalam system elektronik layanan 

pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk keperluan 

penegakkan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian dan 

pemeriksaan lainnya .
59

 

                                                           
58Ibid, pasal 7 
59 Pasal 27 Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi 
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b. Persuahaan pinjaman online wajib meyerahkan laporan bulanan dan 

tahunan yang memuat kinerja keuangan, kinerja, pengaduan 

pengguna.
60

 

Terkait keberadaan pinjaman online ilegal, OJK bersama 

dengan kememtrian perdagangan, Kementrian Komuniksi Dan 

Informatika, Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, 

Kejaksaan, Kepolisian RI Dan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

sepakat memperkuat kerjasama dalam satuan tugas / satgas waspada 

investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan 

praktik investasi illegal, termasuk untuk menangani pinjaman online 

illegal. 

Adapun satgas waspada investas memiliki fungsi pencegahan 

dan penanganan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan 

dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Secara umum kegiatan 

pencegahan dilakukan dengan cara edukasi dan sosialisasi serta 

pemantauan potensi dengan tindakan melawan hukum. untuk kegiatan 

penanganan secara umum dilakukan dengan inventarisasi, analisis, 

menghentikan/ menghambat tindakan melawan hukum dibidang 

penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, melakukan 

pemerksaan dugaan pelanggaran, menelusuri situs – situs yang 

                                                           
60Ibid, pasal 45 
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berpotensi merugikan dan menyusun rekomendasi tindak lanjut 

penanganan.
61

 

2. Upaya hukum pengguna pinjaman online terhadap permasalahan 

yang dialami 

Perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online berbasis 

fintech sekarang menjadi perhatian seiring dengan banyaknya aduan yang 

ada dimasyarakat. Dalam hal ini upaya perlindungan terhadap konsumen 

terhadap pengguna pinjaman online wajib memperhatikan dan 

melaksanakan ketentuan – ketentuan pada peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam 

uang berbasis teknologi informasi. 

Berkenaan dengan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana 

ketentuan pasal 26 ayat (1) telah diatur dalam pasal 38 dan 39 undang – 

undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik 

menyebutkan bahwa masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak yang 

menyelenggarakan system elektronik dapat melakukan gugatan seacara 

perwakilan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

Selain itu terdapat juga akibat hukum ancaman pidananya apabila 

penyedia jasa pinjaman dan berbasis financial technology dalam 

aplikasinya melakukan hal hal yang dilarang dalam UU ITE seperti hal 

apabila penyedia jasa pinjaman dan berbasis financial technologi 

melakukan akses yang melebihi dari akses yang diberikan terkait dengan 

                                                           
61 Rayyan Sugangga. Erwin Hari Santoso, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman 

Online (Pinjol) Ilegal, Pakuan Justice Of Law, Vol. 01, Nomor. 01, Juni 2020, 53 
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nomor kontak yang pada dasarnya adalah suatu identitas perangkat yang 

di gunakan pengguna untuk mengajukan pinjaman online tersebut.
62

  

 Mengingat pentingnya regulasi yang mengatur perlindungan data 

pribadi maka upaya lain yang dapat dilakukan dengan bekerjasama antara 

Kemkominfo Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta aparat 

berwajib dalam melakukan pengawasan peningkatan literasi digital 

masyarakat. Adanya peraturan untuk melindungi konsumen serta 

melaksanakan evaluasi tentang tata cara pendaftaran perusahaan pinjaman 

online. Dalam hal ini peran berbagai pihak amat sangat diperlukan dalam 

rangka memberikan dukungan kepada Pemerintah dan Otoritas Jasa 

Keuangan dalam rangka menyelesaikan layanan pinjol ilegal. 

 Terkait dengan adanya sistem diharapkan terdapat juga 

kemampuan untuk medeteksi untuk kemudian melakukan upaya preventif 

terhadap platform atau aplikasi yang pernah dinon-aktifkan oleh regulator 

dalam hal ini OJK tetapi bertransformasi membentuk identitas yang 

baru. Praktik inilah yang salah satunya mengakibatkan menjamurnya 

aplikasi illegal pinjaman online ditengah- tengah masyarakat. 

 Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen 

pengguna pinjaman online maka ada beberapa aturan perundang-

undangan yang dapat diterapkan yaitu: 

 

                                                           

62 Muhammad Ishaq, Perlindungan Hukum Pembocoran Identitas Pribadi Debitur Oleh Kreditur 

dalam Layanan Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Media 

Konsumen). Skripsi Universitas Islam Negeri Maulanana Malik Ibrahim Malang. 2020 



59 
 

 

a. Undang – Undang Republik Inonesia Nomor 8 Tahun 1999. 

Pada dasarnya, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha 

adalah hubungan hukum keperdataan tetapi UU perlindungan 

konsumen juga mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar konsumen, 

sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat 3 yang berbunyi Setiap 

konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui 

lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan 

pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan 

peradilan. Penyelesaian diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat 2 yang berbunyi Penyelesaian sengketa  konsumen dapat ditempuh 

melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan 

sukarela para pihak yang bersengketa. Tidak menghilangkan tanggung 

jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang- undang. 

b. Undang – Undang  Nomor 19 Tahun 2016. 

Pada Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik dimana didalamnya memuat pasal – 

pasal yang berupaya memberikan perlindungan pada pengguna layanan 

layanan pinjaman online antara lain : 

1). Pasal 26 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) : 

a) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan 

pengguna penggunaan setiap informasi melalui media 
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elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus 

dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. 

b) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang 

ditimbulkan berdasarkan Undang – Undang. 

2). Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja 

dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran 

nama baik sebagaimana dimaksud pasal 27 Ayat (3) dipidana 

penjara paling lama 4 ( empat ) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp. 750.000.000,00 ( Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) 

3). Pasal 45 B berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa 

hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut – nakuti 

yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 

29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus 

Lima Puluh Juta Rupiah).
63

 

Dengan adanya peraturan tersebut, maka dapat dilakukan 

penyelesaian hukum melalui sanksi berkenaan dengan pelanggaran 

pengguna layanan  yang hanya memberikan keuntungan sepihak bagi 

                                                           
63 Mutahar Moerad, Tinjauan Yuridis Perusahaan Pemberi Pinjaman Online Menurut Hukum di 

Indonesia, Jurnal Imliah, Universitas Mataram 
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perusahaan pinjaman online. Akan tetapi memang berkaitan 

penggunaan data pribadi seseorang masih memerlukan peraturan lebih 

lanjut yang sampai saat ini belum ada peraturan yang seacara khusus 

mengatur hal tersebut. 

 Sengketa dalam penyelenggaraan fintech berbasis Peer to 

Peer Lending bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainya 

maupun dengan antara pengguna dengan pengguna dengan 

penyelenggara. Sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme 

tertentu untuk dapt menyelesaiakan masalah tersebut. Pihak yang 

merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang 

terjadi dapat segera diselesaikan. 

 Dalam pasal 39 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 

tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan bahwa 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui 

lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan 

permohonannya kepada OJK untuk menfasilitasi penyelesaian 

pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku jasa keuangan yaitu 

penyelenggara layanan fintech.  

Aturan hukum Pinjaman online di Indonesia di dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 pasal ayat 

(1) berbunyi Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi 

Informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk 

mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman   dalam 



62 
 

 

rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang 

rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan 

jaringan internet.
64

 

Sangat memprihatinkan jika data pribadi bisa bocor, karena 

mengingat perlindungan data juga merupakan Hak asasi manusia yang 

fundamental. Di dunia internasional pun terlindungi data telah diakui 

sebagai hak konstitusional dalam bentuk habeas data yakni hak 

seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap data yang 

dimilikinya.  

Dalam perkembangannya, privacy tidak saja dilindungi oleh 

hukum tapi juga termasuk oleh norma – norma budaya, etika dan 

praktik – praktik bisnis/profesional. Untuk itu masyarakat perlu 

diberikan edukasi, bahwa data pribadi juga termasuk HAM yang 

dilindungi hukum, edukasi perlu dilakukan secara konsisten karena 

masyarakat Indonesia tergolong masyarakat komunal yang 

kehidupannya sangat terbuka dan terbiasa mudah percaya kepada 

orang lain. 

Untuk memastikan edukasi berjalan konsisten (berkala), terarah 

dan terukur, perlu dibuat peraturan formal. Pendapat Roscoe Pound 

mengatakan bahwa law as a tool of social engineering, bermakna 

bahwa hukum bukan hanya kumpulan norma abstrak/tertib hukum, 

namun juga merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan 

                                                           
64 Legal Smart Channel Konsultasi Hukum http://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1551 diakses 

pada tanggal 5 Mei 2022 
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antara kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang saling 

bertentangan. Proses ini yang akan melahirkan keseimbangan baru dan 

membuat masyarakat terekayasa menuju keadaan baru yang lebih baik. 

Menurut Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa hukum 

berfungsi sebagai sarana pembentukan/pembangunan masyarakat yang 

dapat membentuk masyarakat menuju ke arah pandangan-pandangan 

baru.
65

  

Pengaturan terhadap standarisasi bunga dalam pinjaman online  

wajib diperjelas kembali. Mengacu pada peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan No. 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam 

Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut pada Pasal 17 ayat (1) 

PJOK 77 tahun 2016 yang menyatakan bahwa Penyelenggara 

memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh pemberi 

Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan 

kewajaran dan perkembangan perkembnagan perekonomian nasional. 

Pada rumusan Pasal 17 ayat (1) PJOK 77 Tahun 2016 diatas 

dapat dilihat bahwa dalam hal penentuan bunga perjanjian kredit 

antara debitur dan kreditur hanya berdasar pada pertimbangan 

kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional. Tentunya 

rumusal pasal diatas khususnya kata “kewajaran” memiliki interpretasi 

yang sangat luas serta dapat mengakibatkan kekaburan dari norma 

yang ada didalam rumusan pasal tersebut. Sehingga perlunya 
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diperjelas terkait dengan maksud kata kewajaran agar menciptakan 

kepastian hukum didalm masyarakat
66

. 

Kekuatan Hukum dan Keabsahan Pinjaman Online 

1) Kekuatan Hukum 

Dasar hukum dari layanan fintech diatur dalam peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 

Tentang Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi dan peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 

Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial. Kedua 

aturan tersebut dibentuk dengan tujuan agar bisa mengikuti 

perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat. 

Pada kegiatan kredit melalui media online seluruh 

perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang 

didalam kontrak elektronik. Pengaturan  terkait dengan kontrak 

elektronik  tercantur  dalam  pasal  1 angka 17 Undang-undang 

Informasi dan traksaksi elktronik (ITE) yang menyatakan bahwa 

Kontak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat 

melalui sistem Elektronik. Kekuatan hukum kontrak elektronik 

dapat dilihat didalam pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan 

bahwa, Transaksi Elektronik yang  dituangkan ke dalalam 

Kontrak  Elektronik mengikat para pihak.  
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2) Keabsahan Perjanjian 

Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi meliputi: 

a) Perjanjian antara penyedia dan Pemberi Pinjaman 

b) Perjanjian antara Pemeberi Pinjaman dan PenerimaPinjaman  

Kegiatan kredit yang dilakukan melalui perusahaan fintech 

PTP sah atau tidaknya didasari pada sahnya suatu perjanjian kredit 

tersebut. Sahnya perjanjian menurut KUH Perdata wajib 

memenuhi segala unsure pada pasal 1320  KUH  Perdata.  Pasal  

1320  KUH  prdata,  menentukan  syarat-syarat subyek (orang-

orangnya) maupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan suatu 

perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu 

a) Sepakat dengan individu yang mengikat dirinya 

Kesepakatan diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUH 

Perdata, yaitu Penyesuaian pernyataan kehendak antara satu 

orang atau lebih dengan adanya persamaan kehendak atau 

persamaan keinginan dari pihak yang melakukan perjanjian. 

b) Kemampuan untuk mengikat 

Cakap disini artinya adalah sudah dewasa dan tidak 

berada dibawah pengampunan. R Subekti, menyatakan bahwa 

setia orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat 

pikirannya adalah cakap menurut islam
67 Bahwa sebuah 
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kesepakatan diawali dengan adanya persamaan kehendak 

atau persamaan keinginan dari pihak yang melakukan 

perjanjian. 

c) Suatu sebab yang Halal 

Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian 

tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan 

dan ketertiban umum. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan 

bahwa suatu Persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan 

suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai 

kekuatan. Setiap perjanjian yang terjadi wajib didasari dengan 

asas itikad baik, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa 

persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. 

Norma di atas dapat diartikan bahwa selain 

mewajibkan sebab yang halal setiap  perjanjian  sebelum  

terjadinya  peristiwa konsentualisme masing- masing pihak 

wajib didasari dengan tujuan yang baik atas hasil dari 

perjanjian tersebut. 

B. Peran Otoritas Jasa Keuangan pada Pengguna Jasa Layanan Pinjaman 

Online 

1. Otoritas jasa keuangan sebagai pengaturan pinjaman online 

 Otoritas Jasa Keuangan berkewenangan merumuskan kebijakan 

hukum dengan mengeluarkan POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang 

layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pada 
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peraturan tersebut merupakan peraturan yang pertama kali dikeluarkan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi permasalahan fintech 

secara langsung. Fintech sendiri merupakan sebuah jasa keuangan yang 

mengandalkan sarana teknologi dalam melakukan transaksi pinjam 

meminjam keuangan oleh para pihak yang terkait. Dengan adanya 

peraturan tersebut, maka system yang dibangun bukan lagi menggunaan 

layanan manual (konvensional) nemaun mengandalkan kemudahan 

teknologi yang memadai atau proses digitalisasi. 

 Peraturan hukum yang dikeluarkan dalam ketentuaan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tersebut dalam hal sanksi. 

Pada ketentun tersebut, sanksi atas pelanggaran yang terjadi dalam 

transaksi fintech dalam pasal 47 (1) menyebutkan bahwa atas 

pelanggaran kewajiban dan larangan dalam POJK ini, maka kewenangan 

OJK hanya mengenakan sanksi administrative terhadap penyelenggara 

fintech berupa peringatan tertulis, denda dengan kewajiban untuk 

membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan dan pencabutan izin.  

    Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur mengenai 

badan hukum, kepemilikan dan pemodalan penyelenggara layanan 

pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pasal 2 ayat (2) 

POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa bentuk badan hukum 

penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi 

adalah perseroan atau koperas, dalam pasal 3 ayat (1) POJK 

77/POJK.01/2016 mengatur kepemilikan perseroan terbatas dapat 
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didirikan dan dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia 

dan/atau WNA dan/atau badan hukum asing.
68

   

 Pasal 5 POJK 77/POJK.01/2016 mengatur mengenai kegiatan 

usaha yang djalankan penyelenggara yaitu penyelenggara menyediakan, 

mengelola dan mengoprasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis 

teknologi informas dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerma 

pinjaman, penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara 

layanan jasa keuangan berbasis teknologi nformas sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang – undangan. Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam 

uang bebasis teknologi informasi, ini hanya mengatur satu jenis bisnis 

fintech yaitu fintech yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang 

berbasis teknologi informasi.
69

  

 OJK memilki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan 

kewenangan tersebut dinliki oleh bank Indonesia. OJK dapat mengambil 

tindakan yang lebih tegas apabila ditemukan pelanggaran / 

penyimpangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan. Dari sudut 

pandang berdasarkan pasal 29 undang – undang pengawasan jasa 

keuangan, salah satu kewenangan Otoritas Jasa Keuangan OJK memiliki 

wewenang untuk memberikan layanan pengaduan konsumen sehingga 

berkoordinasi dengan kewenangan OJK dan telah menerima pengaduan 

                                                           
68 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Infomasi. Pasal 2, 3 
69 Kornelius Benuf, Rinitami Njatrijani dkk, Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial 

Technology di Indonesia, Faculty Of Law, Diponegoro University, Jurnal Hukum Bisnis dan 

Investasi.Volume 11 (2), 57 
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konsumen yang diatur lebih lanjut dalam pasal 39 ayat (3) peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/07/2013 Tentang Perlindungan 

Konsumen Jasa Keuangan. Pengaturan mengenai ciri – ciri penerima 

pengaduan konsumen berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan (2) peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan 

Hak Konsumen termasuk Otoritas Jasa Keuangan untuk menerima 

pengaduan dan menyampaikan pemberitahuan kepada otoritas 

penyelesaian pengaduan konsumen tentang perselisihan antara pihak 

yang berkepentingan dari perusahaan jasa keuangan dan konsumen serta 

pemberitahuan tentang pelanggaran ketentuan undang – undang dan 

peraturan perundang – undangan dibidang jasa keuangan.
70

 

 Peratuan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan 

konsumen sektor jasa keuangan mengatur bahwa penyelenggara jasa 

keuangan harus melihat apakah sesuai antara kemampuan dengan 

kebutuhannya sebagai pengguna layanan dan produk jasa keuangan. 

Ketentuan ini terutama berlaku bag perusahaan yang melaksanakan 

fintech wajib memperhatikan seluruh perlindungan konsumen 

sebagaimana yang telh diatur dalam pasal 2 yaitu prinsip transparansi, 

perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data 

informasi konsumen dan penanganan pengduan serta penyelesaian 

sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. 

                                                           
70 Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan (Jakarta: 2014), 4 
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 Kemudian dalam pasal 29 mengatur bahwa saat konsumen 

mengalami kerugian yang disebabkan atas kesalahan dan kelalaian pihak 

penyedia jasa keuangan. Menurut pasal tersebut saat terjadinya 

kesalahan dari pihak penyedia jasa keuangan, maka penyedia tidak 

begitu saja memberikan semua tanggungan kepada pengguna.
71

      

2. Otoritas jasa keuangan sebagai pengawas pinjaman online 

Otoritas jasa keuangan memiliki peran yang begitu penting, OJK 

memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan 

berbasis teknologi informasi. Dalam pasal 5 Undang – undang Nomor 

21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur OJK 

berfungsi penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang 

terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. 

Masyarakat menganggap dengan adanya OJK ditengah usaha 

atau bisnis yang sedang dijalankan akan memberikan suatu perlindungan 

secara hukum dan memberikan rasa aman bagi masyarakat atau investasi 

maupun transaksi yang sedang dilakukannya melalui lembaga jasa 

keuangan khususnya secara elektronik. Otoritas jasa keuangan juga 

merupakan sebuah lembaga yang independen artinya bebas dari campur 

tangan dari pihak lain didalamnya. OJK mempunyai tugas dan 

wewenang dalam bentuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan 

                                                           
71 Adi Setiadi Saputra, Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan 
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71 
 

 

penyidikan sebagaimana yang telah dimaksud dalam undang – undang 

OJK itu sendiri.
72

 

UU OJK dibuat dengan tujuan mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Oleh karena itu, diperlukan 

kegiatan dibidang keuangan yang dapat dilakukan secara adil dan 

transaparan, membangun system keuangan yang stabil dalam 

pertumbuhan dan perkembangannya, serta melindungi kepentingan 

masyarakat dan konsumen.
73

 

OJK sendiri adalah lembaga pengawas industri dari jasa 

keuangan dan tanggung jawabnya diatur dalam pasal 8 huruf (i) undang 

– undang otoritas jasa keuangan nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas 

Jasa Keuangan yaitu menerapkan peraturan mengenai tata cara 

pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan pasal 9 huruf (g) dan 

huruf (h) undang – undang Nomor 21 Tahun 2011 menerbitkan dan 

mencabut usaha, izin pribadi, pernyataan pendaftaran yang sah, surat 

pendaftaran dan izin usah. Izin pembubaran dan ketentuan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan sektor jasa keuangan.   

Dalam hal tersebut, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur, 

mengawasi dan melindungi konsumen, yaitu: 

 

 

                                                           
72 Kasmir, Dasar – dasar Perbankan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 262 
73 Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Jakarat: 2016), 98 
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a. Pengaturann 

Tugas OJK dalam pengaturan yaitu mentapkan peraturan 

pelaksanaan undang – undang, peraturan perundang – undangan di 

sektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan OJK. 

b. Pengawasann  

Tujuan dari dilakukannnya pengelolaan dan pengawasan 

yaitu: 

1) Perusahaan menjalankan rencana yang telah disepakati baik itu 

system, proses maupun hasil yang tercapa. 

2) Mencegah terjadinya penyimpangan 

3) Meminimalisir penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan. 

4) Mempermudah pencegahan. 

5) Pengawasan biaya. 

6) Membantu mewujudkan tercapainya tujuan perusahaan. 

Dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan, lembaga 

tersebut harus dapat mewakili kepentingan sektor jasa keuangan 

secara keseluruhan agar sektor ekonomi lebih berdaya saing. Selain 

itu, lembaga jasa keuangan harus mampu melindungi kepentingan 

sosial, seperti personalia, administrasi, pengadilan dan kepemilikan 

sektor jasa keuangan, dengan tetap memperhatikan aspek postif 

globalisasi. Otoritas jasa keuangan didirikan berdasarkan prinsip – 
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prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk independens, 

akuntabilitas, tanggung jawab dan transparansi.
74

 

Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab 

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasam yang 

terintegritas terhadap kegiatan sektor jasa keuangan. Dalam pasal 6 

undang – undang nomor 21 Tahun 2011, tugas utama Otoritas Jasa 

Keuangan adalah memastikan pengaturan dan pengawasa terhadap, 

1) Kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan 

2) Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal 

3) Kegiatan jasa keuangan dibidang asuransi, dana pensiun, 

lembaga keuangan dan organisasi jasa keuangan lainnya.
75

 

Pada Tahun 2016, otoritas jasa keuangan menerbitkan POJK 

Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan tersebut merupakan 

pelaksanaan dari kegiatan usaha Peer to Peer Lending atau pinjam 

meminjam secara Online adalah jenis Fintech, yang mencakup peraturan 

yang berkaitan dengan pengawasan OJK terhadap pelaksanaan bisnis 

tersebut. Implementasi fintech peer to peer lending di POJK tersebut 

dkelompokkan kedalam lembaga jasa keuangan lainnya yang mencakup 

dalam sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB). 
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Berbasis Teknologi Informasi, Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1 Januari 2021, 78 
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Pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap 

Financial Technology sebagai lembaga jasa keuangan, pelaksanaan 

Fintech tentunya dibawah pengaasan OJK sebagai otoritas yang 

berwewenang untuk melakukan pengawasan terhadap mikropudensial di 

Indonesia. Pengawasan dan peraturan  oleh otoritas jasa keuangan sangat 

penting dan diperlukan untuk layanan pinjaman online. Hal ini karena 

Fintech merupakan inovasi baru di sektor jasa keuangan yang 

membutuhkan upaya untuk memberikan perlindungan konsumen dan 

meminimalkan semua resiko. 

Namun, ada perbedaan secara umum pengawasan terhadap 

fintech yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK yaitu Bank 

Indonesia mencakup fintech yang termasuk dalam kategori sistem 

pembayaran, yang meliputi perusahaan – perusahaan penyedia layanan 

payment gateway, e-wallet dan lainnya. Sementara itu, OJK mengelola 

fintech termasuk yang bergerak dibidang peer to peer lending, insurance 

dan sebagainya. 

OJK selaku regulator dan pengawas di sektor jasa keuangan telah 

membentuk paying hukum tentang keberadaan perusahaan Fintech. 

Dalam aturannya perusahaan fintech selaku penyelenggara dilarang 

memberikan data informasi pelanggan kepada pihak ketiga, kecuali jika  

persetujuan diperoleh dari pelanggan.
76

 Dalam pasal 31 ayatt(1) POJK 

Nomorr 1/POJK.07/2013 Tentang Perlndungan Konsumen Sektor jasa 
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keuangan disebutkan bahwa pelaku saha jasa keuangan dilarang dengan 

cara apapun memberikan data dan / atau informasi mengenai 

konsumennya kepada pihak ketiga.
77

 

Hal yang sama juga diatur dalam pasal 39 POJK No. 

77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi. Alhasil, privasi data konsumen menjadi aspek 

terpenting dari perlindungan konsumen diindustri jasa keuangan. Tetapi 

kenyataan adalah bahwa dimasyarakat mengatakan sebaliknya. Informas 

data pribadi dari pembeli dibagikan umumnya oleh perusahaan penyedia 

layanan fintech tanpa adanya persetujuan dari pembeli karena angsuran 

kredit luar biasa terlambat dibayar atau diabaikan oleh konsumen. OJK 

sebagai pengendali dan pengelola dibidang jasa keuangan harus 

memiliki pilihan untuk melindungi kepentingan konsumen yang 

dirugikan.  

POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini memiliki kekurangan 

dengan alasan OJK hanya disetujui berwenang untuk mengelola dan 

mengawasi fintech P2P Lending yang terdaftar. Sementra masalahan 

keamanan pelanggan tidak hanya perusahaan fintech P2P Lending yang 

terdaftar saja, melainkan yang illegal juga. Bahkan kehadiran  

perusahaan fintech P2P Lending yang illegal ini lebih mengkhawatirkan 
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pembeli memang, perusahaan fintech P2P Lendin  terdaftar pun 

memiliki permasalahan yang sama. 

Menyinggung pengaturan pasal 9 huruf C undang – undang 

Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang memuat kewenangan OJK 

untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan 

konsumen, dan tindakannlainnya terhadapplembagaajasa keuangan, 

pelaku dan/ atau sponsor dukungan kegiatan.
78

 OJK melalui satgas 

waspada investasi akan mampu menindak tindakan hukum tidak hanya 

terhadap perusahaan fintech P2P Lending yang terdftar, melainkan 

terhadap perusahaan  yang illegal. 

Tiap pelanggar yang melanggar peraturan hukum yang terdapat 

buat mendapatkan kejelasan hukum untuk para pihak. Hukum yang 

terdapat wajib dicocokkan dengan prinsip– prinsip kesamarataan yang 

diaplikasikan dalam warga. Dalam aplikasi hukum, factor yang wajib 

dicermati merupakan kejelasan hukum, legalitas serta kesamarataan. 

Jika selama kegiatan usaha, terbukti bahwa peer to peer landing telah 

dilanggar, operator dapat dikenakan sanksi dengan atau tanpa peringatan 

tertulis atau sanksi administrative sesuai dengan peraturan OJK No. 

77/POJK.01/2016 pasal 47 ayat (2) Tentang Layanan Pinjamn 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
79
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pengguna jasa layanan 

pinjaman online, OJK menerbitkan perturan yaitu POJK No. 

77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi 

dan informasi. Dan juga POJK No.13 /POJK.02/2008 tentang inovasi 

keuangan digital disektor jasa keuangan. Dengan adanya dua peraturan 

tersebut dapat dijadikan dasar terhadap pengawasan dan peraturan 

mengenai fintech. Perlindungan hukum bisa dilakukan setelah adanya 

sengketa yang terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya. OJK 

juga bekerjasama dengan satuan tugas / satgas waspada investasi untuk 

mencegah dan menangani maraknya tawaran dan investasi illegal, 

termasuk juga pinjaman online ilegal. Satgas waspada investasi sendiri 

memiliki fungsi pencegahan dan penanganan tindakan yang melaan 

hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan 

investasi. 

2. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran yang sangat penting yaitu 

memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan 

berbasis teknologi informasi. Seperti yang tercantum dalam pasal 5 

undang – undang nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan 

mengatur bahwa OJK berfungsi sebagai penyelenggara system 

pengaturan dan pengawasan  yang terintegrasiterhadap keseluruahan 
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kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Undang – undang tentang OJK 

sendiri dibentuk untuk memberikan dampak tumbuhnya perekonomian 

yang berkelanjutan dan stabil. OJK dibentuk diharapkan dapat 

mendukung kepentingan disktor jasa keuangan secara menyeluruh 

sehingga dapat bersaing dibidang perekonomian.      

B. Saran 

1. Perlu adanya undang – undang sendiri yang mengatur tetang pinjaman 

online agar para pengguna jasa layanan pinjaman online dapat terjamin 

dan dilindungi oleh hukum. mengingat banyaknya korban mengenai 

penipun pinjaman online yang illegal.   

2. Peran OJK dalam mengatur dan mengawasi perkembangan fintech harus 

lebih dipertegas. Mengingat banyaknya perusahaan – perusahaan fintech 

yang belum terdaftar OJK harus lebih diperhatikan. OJK juga harus 

lebih banyak memperkenalkna serta memberikan edukasi mengenai 

layanan fntech agar dapat lebih dimanfaatkan dengan baik. OJK juga 

dapat membuat regulasi untuk membentuk lembaga penyelesaian 

sengketa fintech di Indonesia   
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